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ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menuai
banyak kritik bahkan demonstrasi yang anarkis. Seperti penolakan yang terjadi di
Yogyakarta dan Jakarta mengakibatkan perusakan beberapa fasilitas umum,
diantaranya pembakaran halte dan perusakan gedung pemerintahan. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang
berbuat anarkis perspektif figih jinayah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research),
sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti
buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (analyticalapproach).
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (analisis content). Sumber
data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang figih
jinagyah dan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat.

Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa aparat dalam melakukan
pengamanan dan penanganan terhadap masa demonstrasi belum sesuai dengan
Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengendalian Masa”
yang sering disebut dengan Protap Dalmas dan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun
2008 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”. Dalam perspektif
figih jinayah, pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis masuk kedalam jarimah
ta’zyr, pelaku demonstrasi dalam aksinya dikenakan sanksi pidana yang berkaitan
dengan keamanan umum, karena sudah memenuhi Rukun Syari, Rukun
maddi,dan Rukun adabi. Apabila pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis telah
memenuhi rukun, maka hukuman terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat
anarkis adalah hukuman ta zyr.

Kata kunci: Demonstrasi, Anarkis, Figih Jinayah .



MOTTO

“Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi. Karena mendiamkan kesalahan
adalah kejahatan”

~ Soe Hok Gie~
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan

beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba B Be

< ta T Te

& sa $ es (dengan titik di atas)
z jim J Je

z ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha Kh ka dan ha

2 dal D De

A zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra R Er

J za V4 Zet

o sin S Es

o syin Sy es dan ye
o= sad $ es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain koma terbalik keatas

a gain G Ge

< fa F Ef

S qgaf Q Ki

Xi




< kaf K Ka
lam L El
N mim M Em
o nun N En
E) wawu w We
° ha H Ha
3 hamzah ' Apostrof
¢ ya Y Ye
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
- fathah A A
> Kasrah | I
i
T damah U U
Contoh: 3@  -qala e fim g

U-E -‘al a
2) Vokal rangkap (diftong)
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

=3 _ khusrin

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Hurdf: Huruf
& Fathah dan ya Ai adani
3»-; Fathah dan Au adanu
wawu

Contoh: (s - sy ai'in

xii
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3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
) a dan garis di
o fathah dan alif _
L A atas
&.... i dan garis di
~ Kasrah dan ya _
I atas
s damah dan u dan garis di
guiled wawu U atas
Contoh:
G - gala J8 - gila
=~ rama Js& — yaqulu

4. Ta Marbiitah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbitah hidup
Ta marbiatah yang hidup atau mendapatkan harakatfatzah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbiitah mati
Ta marbiurah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /n/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarburah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:
353_) JJ 3 walauradd iih
34N A Ad-dara al-akhirah
aall Talhah
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5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
W - rabbana

J3 nazzala

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanda sambung atau hubung.

Contoh:

_ | o
5 3Y! - al-akhirata

f‘m\ - al-galamu

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.
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Contoh:

Hamzah di awal V) \lla
Hamzah di tengah \Slé fai za
Hamzah di akhir £l sy ai'in

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan
dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis

memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:
Ol sl bl o) . wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
Ol onall s SISV 58 £ qufii al-kaila waal-mizan
9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal,
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal

kata sandang.
Contoh:
BENERIRTIPY! Wa maMuhammadun illa rasil.
Ol 3L o) 3l Wa lagad raahu bi al-ulfuq al-mubin
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 1 (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah
Negara hukum”.' Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya kebebasan
berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan
terhadap Hak asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam
bidang politik, social, ekonomi dan budaya. Seperti diketahui, Hukum adalah
kaidah atau norma yang bersifat memaksa dan mengikat, setiap individu dan
yang melanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang
dilakukan. Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini.
Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Pada
dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam
masyarakat itu sendiri.? Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum
sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya
mempunyai hubungan timbal balik 2

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang
satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar
segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum dan
keadilan di dalam masyarakat kepastian hukum menghendaki adanya

perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perUndang-Undangan itu harus

'pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

2 Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai
Pancasila”, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.1., No.1., 2018, him. 53.

%Teguh Prasetyo dan AAbdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), him. 6.



dilaksanakan dengan tegas.Setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara
hukum, maka harus memenuhi segala persyaratan sebagai sebuah negara
hukum. Yakni mengakui dan melindungi hak serta kewajiban setiap warga
negaranya.’

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan
Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan
jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Maka
hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak
pemegang kekuasaan maupun pihak pendukung hak asasi itu sendiri.
Kebebasan merupakan syarat untuk mencapai hak. Maka pasti timbul
persoalan, sejauh mana kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan
untuk memberikan kebebasan warganya dalam mencapai haknya itu, dan
sejauh mana pula kewajiban si pendukung hak asasi itu untuk
mempertanggung jawabkan pelaksanaan haknya, sesuai dengan asas-asas dan
norma-norma hukum yang telah disepakati bersama.*Salah satu hak dari warga
Negara adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Pentingnya kebebasan
berpendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan serta kebebasan untuk
berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin

dan dipenuhi oleh negara. ° Kemerdekaan setiap warga negara untuk

*Muhammad Syukur, “Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota
Makassar Tahun 2011-2014”, Skripsi (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2017), him. 2.

*Padmo Wahjono, Beberapa Masalah Ketata Negaraan di Indonesia (Jakarta : CV
Rajawali,1984), him . 60.

® Muhammad Syukur, “Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota
Makassar Tahun 2011-2014”, Skripsi (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2017), him. 3.



menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi
dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.’

Beberapa konsep tentang Demokrasi diantaranya Demokrasi
Konstitusional, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi
Pancasila, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, dan
sebgainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal
kata berarti rakyat berkuasa atau government of the people (kata Yunani
demos berarti rakyat, kratos / kratein berarti kekuasaan). Indonesia menganut
sistem demokrasi dalam sistem pemerintahanya, terlepas dari kritik-kritik
dengan demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam
suatu negara dianggap berada di tangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan
itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk
kepentingan seluruh rakyat itu sendiri.?

Pilihan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia sudah ditentukan
pada masa kemerdekaan dan sampai saat ini demokrasi masih dijadikan
sebagai satu-satunya sistem yang dipilih oleh pemerintah Indonesia.
Demokrasi yang dikembangkan pada masa orde lama, orde baru, sampai
reformasi mempunyai versinya masing-masing. Ketika pada masa
pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat
misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum,

kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi belum sepenuhnya dapat

! Agryan Pikarsa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa
Oleh Anggota Polri”, Skripsi ( Universitas Hasanuddin Makasar), 2012, him. 1.

8 Jimly Asshiddigie, Konstitusi & Konstitualisme Indonesia (Yogyakarta : Sinar Grafika,
2010), him. 116.



dijalankan oleh rakyat Indonesia pada masa itu. Pasca tumbangnya orde baru
membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia dinilai mulai mengalami perubahan dan kemajuan
oleh para aktivis terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan menyatakan
pendapat. Hampir semua aktivis sepakat bahwa kebebasan menyatakan
pendapat di era reformasi jauh lebih baik dari masa sebelumnya terutama orde
baru. Akan tetapi problematikanya adalah semakin banyak ormas LSM
organisasi kampus dan yang lainnya menggunakan kebebasan menyatakan
pendapat ini dengan jalur demonstrasi dalam menyalurkan pendapat mereka
untuk mengkritik kinerja pemerintah.’

Memang dalam iklim demokrasi, pilihan demonstrasi itu wajar untuk
mengungkapkan aspirasi karena landasan negara demokratis adalah
kebebasan. ° Salah satu kebebasan itu ialah kebebasan berbicara dan
menyatakan pendapat (freedom of speech), kebebasan beragama (freedom of
religion) dan kebebasan untuk memilih presiden. Kebebasan-kebebasan
tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi. '* Dalam tatanan
pembenahan instrument maupun tatanan operasional, Polri telah melakukan
upaya-upaya untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis.
Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian
unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang “Pedoman

Pengendalian Masa” yang sering disebut dengan Protap Dalmas, guna

° Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), him. 134.

% Diane Revitch, Demokrasi Klasik dan Modern (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2005), him. 13,

! Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik, him. 211.



menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan Polri dalam
menanggulangi unjuk rasa. ** Selain itu, pada tahun 2008 Polri juga
mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang “Tata Cara
Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara
Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”.*®

Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulanganan
serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa
yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, namun dalam praktek
penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta serta pengendalian masa
unjuk rasa. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan
pengamanan dan meredam aksi masa , melainkan anggota kepolisian juga
tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut
menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar,
membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan
penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya
dan memukul.**

Dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,
Drs. Adami Chazawi, S. H mengutip defenisi yang dikemukakan oleh

Satochid Kertanegara yang menyatakan bahwa penganiayaan diartikan sebagai

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn)

12 peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

13 peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan
Pengamanan DanPenanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

4 Agryan Pikarsa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa
Oleh Anggota Polri”, him. 6.



atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.** Berdasarkan defenisi tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh
anggota kepolisian dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan yang
melawan hukum. Penggunaan kekerasan dalam penanggulangan demonstrasi
juga jelas tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Protap Dalmas maupun
Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008, namun anggota kepolisian melakukan
penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut dengan dalih
menerapkan upaya paksa. Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008,
ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya
tindakan yang kontra produktif seperti membalas melempar pelaku, mengejar
dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan
aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran
HAM.* Selain itu dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf (d), Peraturan Kapolri
Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya stiap
petugas/anggota Polri dilarang melakukan penghukuman dan/atau perlakuan
yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia.'’ Pasal 11 Ayat (2)
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Anggota Polri
yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan

sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang

5 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2010), him. 10.

16 pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Pelayanan Pengamanan DanPenanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

7 pasal 11 Ayat (1) huruf (d) Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi

Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia.



berlaku.® Selain aturan tersebut, dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 9
tahun 1998, dinyatakan bahwa kewajiban tanggung jawab aparat negara dalam
melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum
adalah® :

1. Melindungi hak asasi manusia

2. Menghargai asas legalitas

3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah dan,

4. Menyelenggarakan pengamanan.

Dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyatakan Pendapat Dimuka Umum sedikit sekali aturan pasal yang
mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam unjuk rasa atau
demonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan
dan menterjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran,
seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi
unjuk rasa atau demonstrasi.”® Di sisi lain, aparat terkesan memberikan aksi-
aksi anarkis tersebut, misalnya pada aksi penolakan revisi UU KPK dan RUU
KUHP pada tanggal 26 september 2019.

Dalam wacana Islam, protesters (demonstrasi) disebut muzhaharah,
Yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan. Demonstrasi

merupakan sebuah sarana atau sangat terkait dengan tujuan digunakannya

'8 pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

19 pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum.

% Muhamad Anwar, “Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
(Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), him. 2-3.



sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya
pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk
mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi.
Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat
kepada seluruh warga Negara Islam dengan syarat bahwa hal itu digunakan
untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan
karena itu prinsip kebebasan dijamin syarat bahwa kebebasan kebebasan
yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari
perbudakan kebebasan dari kekurangan kebebasan dari rasa takut kebebasan
dari penganiayaan dan kebebasan menyatakan pendapat.?

Sejarah pemerintahan Islam juga telah menunjukkan tentang adanya

mu ‘aradah atau melakukan kritik ternadap pemerintah. Abu Bakar secara

terbuka dan di hadapan umum mengatakan, “bila aku berlaku baik bantulah
aku. Akan tetapi bila aku berbuat salah, bawalah aku ke jalan yang benar.
Kebenaran adalah suci, dan kesalahan adalah pengkhianatan”. Pada saat
pelantikan, di hadapan umum, Umar bin Khattab meminta agar menegur Umar
jika melakukan penyimpangan. Kemudian salah seorang yang hadir, tampil
sambil menghunus pedang seraya mengatakan, “Jika aku melihat
penyimpangan yang dilakukan Umar, aku akan meluruskannya dengan pedang

ini”. Mendengar itu Umar tidak marah justru mengucapkan Alzamdulillah.?

2 Muhamad Anwar, “Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
(Perspektif Hukum Islam)”, him. 3.

22 Ridwan HR, Figih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan (Yogyakarta: FH Ul
PRESS, 2007), him. 41.



Istilah Mudaharah didefinisikan sebagai aksi sekelompok masyarakakt
di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara-perkara tertentu yang
menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini
juga ditambahkan Mudaharah tersebut biasanya diwarnai dengan aksi
perusakan dan anarkis.?

Kegiatan dari aksi perusakan dan anarkis dapat dijatuhkan sanksi
pidana bagi pelakunya. Islam mengatur tentang sanksi pidana tersebut dalam
figih jinayah.

Abd al-Qadir Awdah mendefinisikan jinayah adalah perbuatan yang
dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau
lainya.” Objek utama kajian figih jinayah meliputi 3 masalah pokok, yaitu
sebagai berikut:

1. Jarimah Qisas
Jarimah Qisas yaitu hukuman yang berupa pembalasan setimpal
nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.?®
Jarimah  Qisas terdiri atas Jarimah pembunuhan dan Jarimah

penganiayaan.”’

2 Abdul Basit Atamimi, “Demonstrasi dalam Kajian Islam”, An-Nufus, Vol.1., No.l.,

2019, him. 61.

2% Marsaid, Al-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam

Hukum Islam (Palembang: CV.Amanah, 2020), him.53.

% Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam (Yogyakarta:

Mahameru Press, 2017), him. 70

%6 Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), him.4.
2" Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, him..3.
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2. Jartimah Hudid

Jarimah Hudiid yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan
ancaman hukumanya ditentukan oleh nash.?® Sanksi yang telah ditentukan
dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu
pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka
memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya. %
Jarimah Hudid yang terdiri atas Jarimah zina, Jarimah qadzf, Jarimah
syurb al khamr, Jarimah al baghyu, Jarimah al riddah, Jarimah al sarigah,
Jarimah al hirabah.*

3. Jarimah Ta’zyr

Jarimah Ta zyr yaitu hukuman ganti® semua jenis tindak pidana

yang tidak secar tegas diatur oleh al-Qur’an atau Hadis. *> Menurut
penjelasan diatas penulis menggolongkan aksi perusakan dan anarkis dalam
Jarimah Ta’zyr.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk
mengkaji lebih jauh lagi tentang “Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi
Yang Berbuat Anarkis Perspektif Figih jindayah (Telaah Demonstran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”.

%8 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, him. 69
2% Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, him. 4.

%0 Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, him. 3.

*! Abdul Qadir Audah, at Tasyri’l al-jina’l al-Islami, cet.2,( t.k, t.p, t.t.), him. 183.
%2 Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, him. 4.
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B. Definisi Operasional
1. Hukum

Kata hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peraturan
atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dan untuk mengatur
pergaulan hidup masyarakat.® E. Utrecht memberikan devinisi hukum
dalam bukunya ‘“Pengantar Dalam Hukum Indonesia” menjelaskan
bahwa3*:

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan

larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu

masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang
bersangkutan, oleh karena pelanggaran pentujuk hidup tersebut
dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

Hukum yang penulis maksud disini upaya hukum atau norma
sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara terutama
dalam ketertiban bernegara.

2. Pelaku Demonstrasi yang Berbuat Anarkis

Pelaku menurut KBBI vyaitu orang yang melakukan suatu

perbuatan.®*® Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau

lebih untuk mengeluarkan pikiran.* Anarkis lebih memiliki arti sebagali

tindakan kekacauan ataupun perbuatan pengrusakan.*’

¥ KBBI, dalam https://kbbi.web.id/hukum.

# Mokhammad Najih dan Soimin, pengantar hukum indoneisa: sejarah, konsep tata
hukum dan politik hukum Indonesia (Malang: Setara Perss, 2016), him.10.

% https://kbbi.web.id/laku

% pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampalkan Pendapat Di Muka Umum.

*" Muhammad Syukur, “Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kota
Makassar Tahun 2011-2014”, Skripsi ( UIN Alauddin Makassar), 2017, him. 11.
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Pelaku Demonstrasi yang penulis maksud yaitu orang yang
menyampaikan pendapat dimuka umum. Berbuat anarkis yang penulis
maksud yaitu tindakan pengerusakan yang merugikan.

Perspektif Figih jinayah

Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau
tindak pidana.*® Figih jinayah yang penulis maksud yaitu digunakan
sebagai pisau analisis terhadap penjatuhan hukuman kepada para pelaku

demontrasi yang berbuat anarkis. Disini, penulis lebih menggolongkan

tindakan anarkis ini dalam Jarimah Ta zyr.

C. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis
perspektif figih jinayah?
Bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis di

Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang dinyatakan pada rumusan masalah di atas,

penelitian ini ditujukan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis

yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap pelaku demonstrasi yang

berbuat anarkis perspektif figih jinayah dan Hukum Positif.

¥ Muhammad Rizal Fahmi, “Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang

Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Figh Jinayah”, al- Jinayah: Jurnal Hukum
Pidana Islam, Vol.1, No. 2, Desember, 2015, him. 402-403.
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E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini yaitu teoritis dan
praktis.
1. Manfaat Teoritis
Untuk dapat mengetahui dan memperkaya ilmu pengetahuan
tentang hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis
perspektif figih jinayah.
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara
informatif tentang penyampaian pendapat di depan umum sesuai
dengan peraturan.
b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi
kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum
tentang hukum terhadap pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis

perspektif figih jinayah.

F. Kajian Pustaka
Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penullis, sudah ada
beberapa karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel, jurnal, dan semacamnya
yang membahas mengenai aksi anarkis demonstrasi. Namun sejauh ini belum
ada karya tulis yang membahas mengenai Hukum Terhadap Pelaku
Demonstrasi Yang Berbuat Anarkis prespektif Figih jinayah.. Berdasarkan

pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis,
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terdapat beberapa teori sebagai turning point dan penelitian terdahulu yang
memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Muhammad Syukur, Tinjauan Terhadap Anarkis Unjuk Rasa
Mahasiswa Di Kota Makassar Tahun 2011-2014. Skripsi S1 fakultas syariah
dan hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.*

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu
sama-sama tentang aksi anarkis unjuk rasa atau demonstrasi. Perbedaannya
skripsi karya Muhammdad Syukur menggunakan metode penelitian lapangan
tentang unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar tahun 2011-2014, sedangkan
penelitian yang digunakan penulis itu menggunakan jenis penelitian pustaka
dan berfokus pada hukum terhadap pelaku domonstrasi yang berbuar anarkis
perspektif figih jinayah..

Azwar Jayanegara. B, Analis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis
pengrusakan (Studi Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS). Skripsi
S1 fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2016.%

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu
sama-sama tentang aksi anarkis unjuk rasa atau demonstrasi. Perbedaanya
skripsi karya Azwar Jayanegara. B menggunakan metode penelitian studi
kasus terhadap putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS, sedangkan penelitian

yang digunakan penulis itu menggunakan jenis penelitian pustaka dan

¥ Muhammad Syukur, “Tinjauan terhadap anarkisme unjuk rasa mahasiswa di kota

Makassar tahun 2011-2014”, skripsi (Universitas islam Negeri Alauddin Makassar), 2017.

0 Azwar Jayanegara.B, “Analis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis pengrusakan (Studi
Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS)”, skripsi (Universitas islam Negeri Alauddin
Makassar), 2016.
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berfokus pada hukum terhadap pelaku domonstrasi yang berbuat anarkis

perspektif figih jinayah.

G. Motode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research)
yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi
dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.*’.
Sesuai dengan jenisnya, model penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada
prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala
yang ada dalam kehidupan manusia.*” Dari pengertian diatas maka penulis
akan mendeskripsikan setiap hasil penelitian baik itu berupa temuan
masalah beserta hasil analisis yang penulis lakukan terhadap hukuman
pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari
sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.** Data

primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

* Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Yogyakarta: STAIN Po PRESS,
2010), him. 7

*2 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu amalah, him. 9.

* Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja
Grapindo Persada, 2004), him. 30.
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1) Buku Karya Abdul Qadir Audah yang berjudul At-tasyri’al-jina’i al-
Islami.
2) Buku Karya Wahbah Az-Zuhali yang berjudul Figih Islam Wa
Adillatuhu
3) Buku Karya Hariyanto yang berjudul Hak Asasi Manusia dan
Hukum Pidana Islam.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung
data-data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku-buku,
artikel, jurnal, surat kabar maupun karya ilmiah lain yang berkaitan
dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini berupa:
1) Jurnal akademik mengenai konsep hukum pidana tentang anarkis
Demonstrasi di Indonesia
2) Jurnal akademik mengenai konsep figih jinayah terhadap aksi
demonstrasi anarkis
3) Jurnal ilmiah mengenai menyampaikan pendapat dimuka umum
4) Buku-buku, artikel ilmiah maupun jurnal akademik yang
berhubungan dengan penelitian ini.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitis
(analyticalapproach). Maksud dari pendekatan analitis yaitu melakukan

tindakan analitis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui
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makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan
Per Undang-Undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui
penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan
melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh
makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui
analisis terhadap putusan-putusan hukum.*
4. Metode Pengumpulan Data
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode
dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam
mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan.
Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian,
melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan
mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah,
buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan yang
berkaitan dengan penelitian ini.*
5. Analisis Data
Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data
dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil

kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan

* Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu
Media Publishing, 2007), him. 310.
** Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 144.
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tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian. *
Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan
riset (penelitian).”’
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis isi (content
analysis). Content Analisys diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu teknik
untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang

dilakukan secara obyektif dan sistematis.*®

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian
secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam
penelitian ini dalam empat (4) bab dengan beberapa sub bab. Adapun
sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB | berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca
agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari
delapan pembahasan. Pertama, latar belakang masalah yang berisi masalah
dan alasan adanya penelitian. Kedua, definisi operasional yang merupakan
penegasan terhadap istilah yang akan digunakan didalam penelitian ini agar
pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. Ketiga, rumusan masalah, yang
merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan

fokus penelitian. Keempat, tujuan penelitian, yakni maksud dari penelitian ini

* Anselm Strausss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah
dan Teknik-teknik Teoritisasi Data (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him. 158.

*" Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2004), him. 26.

*8 Sujono dan Abdurrahman, Metode Penelitian dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta,
1998), him. 13.
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dilaksanakan. Kelima, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat
diberikan dengan adanya penelitian ini. Keenam, telaah pustaka, berisi tentang
penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan
dengan objek penelitian. Ketujuh, metode penelitian, merupakan langkah-
langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan
dengan tema dalam menganalisis data. Kedelapan, sistematika pembahasan,
adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara
ssitematis tentang penelitian ini.

BAB Il Tinjauan Pustaka, akan dijelaskan tinjauan umum tentang
hukum, aksi demonstrasi, aksi anarkis, demonstrasi dalam Islam, dan figih
Jjindyabh.

BAB Il Analisis dan Pembahasan, membahas tentang hukum terhadap
pelaku demonstrasi anarkis perspektif figih jinayah.

BAB IV Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan

dan saran.



BAB |1

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMONSTRASI DAN JARIMAH

A. Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang
dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya
dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang
kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai
sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi bisa mengandung
dua makna. Pertama, demonstrasi adalah pernyataan protes yang
dikemukakan secara masal: unjuk rasa: mereka berbondong-bondong
mengadakan-menentang percobaan nuklir. Kedua, demmonstrasi adalah
peragaan atau pertunjukan tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu: -
pencak silat perlu diadakan guna memperoleh bibit-bibit pesilat yang baik.*
Setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya, baik secara lisan maupun
tulisan. Demonstrasi merupakan cara menyampaikan pendapat secara lisan di
depan umum. Mereka ingin agar para pejabat ataupun pemerintah mendengar

dan memperhatikan aspirasi mereka. Mengemukakan pendapat di depan

9 Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian Freedom of Speech and
Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia”, Lex Scientia Law
Review, Volume 1, No.1, November, him. 84.

% Muhamad Anwar, “Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
(Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), him. 12.

20
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umum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM) yang di jamin
di dalam UUD 1945.>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998
tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, pasal 1 ayat (3)
menjelaskan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh
seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan
sebagainya secara demonstratif di muka umum.® Demontrasi merupakan
kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat
ternadap satu kebijakan pemerintah untuk mendapatkan perhatian, dilakukan
dengan pemimpin.*

Demonstrasi bagian daripada partisipasi politik yang digerakan
langsung oleh partai maupun masyarakat biasa yang mempunyai kepentingan-
kepentingan tertentu. Bisa dikatakan demonstrasi sebagai keikutsertaan
kelompok atau organisasi yang ingin mempengaruhi keputusan atau kebijakan
pemerintah. Kerena dalam kenyataanya, para demonstran dalam aksinya selalu
mengangkat  isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan
pemerintah.>

Kebebasan berekspresi sangat penting untuk kerja keras seluruh sistem
hak. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak asasi manusia yang begitu mendasar

sebagai kebebasan berekspresi juga merupakan salah satu hak yang paling

> Novia Nuryany, Mengapa Harus Demo? (Klaten: Cempaka Putih, 2018), him. 1.

*2 Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998.

* Muhamad Anwar, “Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
(Perspektif Hukum Islam)”, hlm. 12.

> Muhamad Anwar, “Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
(Perspektif Hukum Islam)”, him. 14.
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dilanggar. Menanggapi rentetan serangan, pelecehan, kekhawatiran dan
kesenjangan memerlukan tindakan dari banyak aktor. Penting bagi keefektifan
semua tanggapan tersebut akan menjadi adanya kerangka normatif yang kuat
dalam bentuk hukum hak asasi manusia internasional untuk mendukung
ekspresi.>
Dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 pasal 19 yaitu : “Setiap orang

berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Secara internasional hal ini diatur di dalam Universal Declaration of Human
Rights pada pasal 19 yang berbunyi “Everyone has the right to freedom of
opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without
interference and to seek, receive and impart information and ideas through
any media and regardless of frontiers”.® Pasal “kebebasan berpendapat dan
berekspresi” pada DUHAM PBB tersebut kemudian diperkuat pada Resolusi
Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui pasal 19 di dalam
Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal
19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut:*’
1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk

kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan

ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara

% Michael O’Flaherty, “Freedom of Expression : Article 19 of the Internasional Covenant
on Civil and Political Rights and the Human Rights Committees General Comment”, Journal
Human Rights, No. 34, him. 627.

% pasal 19 Universal Declaration of Human Rights.

" Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian Freedom of Speech and
Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia”, Lex Scientia Law
Review, him. 87.
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lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain
sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut
membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat
dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat
dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

a. Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain.
b. Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun

moral umum/publik.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang ini disahkan oleh
Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie setelah runtuhnya rezim Orde Baru
dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang tersebut memberi
angin segar bagi prosesi demokrasi di Indonesia, seluruh masyarakat dapat
berekspresi dengan metode unjuk rasa atau demonstrasi sebagai jalan
partisipasi politik secara langsung. Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjamin setiap
orang dapat berekspresi menggunakan metode unjuk rasa, pawai, rapat umum
dan mimbar bebas. Dalam menyampaikan pendapat juga masyarakat harus
memperhatikan asas-asas yang ada pada Undang-Undang ini seperti :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. Asas musyawarah dan mufakat;

3. Asas kepastian hukum dan keadilan;
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4. Asas proporsionalitas;
5. Asas manfaat.

UU No.9 tahun 1998 ini memiliki paket regulasi yang berhubungan
dengan peraturan Kapolri.

Pada tahun 2008 Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun
2008 tentang “Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”.*® Dalam Pasal
24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008, ditegaskan bahwa dalam penerapan
upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra produktif seperti
membalas melempar pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar,
menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan,
penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran HAM.*® Selain itu dalam Pasal 11
Ayat (1) huruf (d), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa
dalam menjalankan tugasnya setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan
penghukuman dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi yang merendahkan
martabat manusia.®® Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009
menyatakan bahwa “Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar

HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi

%8 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan
Pengamanan DanPenanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

% Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pelayanan Pengamanan DanPenanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

% pasal 11 Ayat (1) huruf (d) Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
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kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.®* Selain aturan tersebut, dalam
pasal 7 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, dinyatakan bahwa kewajiban
tanggung jawab aparat negara dalam melaksanakan kemerdekaan
mengemukakan pendapat di muka umum adalah® :

1. melindungi hak asasi manusia

2. menghargai asas legalitas

3. menghargai prinsip praduga tak bersalah dan,

4. menyelenggarakan pengamanan.

B. Demonstrasi Dalam Islam
1. Demontrasi menurut Al Quran

Dalam perjalanan sejarah Islam, tempaknya ada beberapa peristiwa
yang dapat dikategorikan sebagai gerakan demonstrasi. Umar ibn Khathab
r.a. ketika menjabat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar r.a. pernah
membuat satu kebijakan yang berujung mendapat protes dari sahabat Nabi
lainnya. Kebijakan Umar ini berkaitan dengan penanganan harta ghanimat®
yang diperoleh ketika menaklukan Syiria, Irak, Mesir, dan Khurasan. Umar
tidak mendistribusikan harta tersebut kepada tentara-tentara muslim yang
telah ikut berperang sebagaimana titah dalam pesan normative dalam Q.S.
al- Anfal Ayat 41 dan telah dipraktikkan Nabi ketika masih hidup. Umar

membiarkan harta ghanimat itu tetap dikelola dan dikuasai oleh pemilik

%1 pasal 11 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

%2 pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum.

%% Ghanimat adalah harta yang ditinggalkan musuh setelah melalui peperangan.
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asal dan hanya membebankan kewajiban membayar pajak (jizyat) kepada
pemilik asal tersebut sebagai imbalan atas kebebasan yang diberikan
kepada mereka. Kebijakan Umar ini tampaknya tidak berjalan mulus,
walaupun ia telah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat nabi yang lain
namun ia masih mendapatkan protes keras dari para demonstran termasuk
di dalamnya Bilal ibn Rabbah dan Abdurrahman ibn ‘Auf.*

Jika melihat dari sisi yang berbeda yaitu dalam al-Qur’an dan
Hadis-Hadis Rasulullah, istilah tentang demonstrasi atau unjuk rasa
(mudaharah) dengan arti sebagaimana definisinya tidak dapat ditemukan,
namun dalam pengertian lain dapat dijumpai makna yang mendekati. Bisa
dikatakan bahwa demonstrasi merupakan hal baru yang muncul setelah
masa nabi dikarenakan kebebasan berpendapat yang sering terbungkam,
tidak terdengar, atau mungkin sengaja tidak didengarkan.®*Dalam Islam,
demontrasi disebut mugdaharah, vyaitu sebuah media dan sarana
penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya
mensyi’arkannya dalam bentuk pengerahan masa.®

Adapun dalam bahasa Arab, Istilah demonstrasi sebagaimana yang
terdapat dalam Bahasa Indonesia, disebut dengan beberapa istilah, yaitu
Mudaharah dan masirah. Jika Mudaharah yang dimaksud demonstrasi

dalam terminology kaum sosialis yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan

% Abdul Helim, “Paradigma Fikih Aspiratif, Demonstrasi dalam Nalar Zari’at”, Jurnal
Kajian Islam, Vol. 1., No. 1, April 2009, him. 60.

®Muhammad Aminullah, “Demontrasi Dalam Perspektif Hadis”, EL-HIKAM: Pendidikan
dan Kajian Keislaman, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2014, him. 358.

% Muhamad Anwar, “Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
(Perspektif Hukum Islam)”, hlm. 13.
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disertai boikot, pemogokan, kerusuhan, dan perusakan (teror), agar tujuan
revolusi mereka berhasil, maka Mudaharah yang dimaksud adalah sebagai
aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat- tempat umum untuk
menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para
penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga disebutkan bahwa aksi
Mudaharah tersebut biasanya diwarnai perusakan dan anarkis.®’

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya demonstrasi atau
unjuk rasa ini, namun demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk
merespon kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat maupun
perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Aksi
demonstrasi atau unjuk rasa bisa dikatakan sebagai media untuk
memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian
pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi
yang dilindungi Undang-Undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam
Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk
mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk
pemerintah. Kebebasan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara
ketika melawan tirani, namun juga bagi warga negara untuk mempunyai
pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan
demonstrasi dalam prespektif Hadis berbagai masalah. Dalam hal ini, jika

demonstrasi atau unjuk rasa dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat,

® Tri Setiawan, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan
Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)”, Skripsi,
(Lampung: UIN Raden Intan,2019), him. 14-15.
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aspirasi, saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan
sebagai amr ma ruf nahi munkar.®®

Amr ma’ruf nahi munkar Kepada penguasa (pemerintah) ketaatan
pada pemerintah merupakan konsep ketaatan yang ketiga dalam tatanan
hidup seorang muslim, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Ketaatan kepada pemerintah merupakan faktor utama dari stabilitas dan
ketentraman dalam tatanan kehidupan bernegara. Hal ini sangat penting
mengingat tujuan pembentukan atau berdirinya suatu negara itu sendiri,
yaitu demi terlaksananya hukum-hukum Tuhan (syari’at) yang berdasarkan
al-Qur’an dan sunnah. Dalam kaitannya dengan keberlangsungan
pemerintahan yang berdasarkan al-Qur’an dan sunnah, amanat adalah
faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh para penguasa dalam
mengemban amanat dari rakyatnya.® Jadi tugas dari pemimpin adalah
mengelola perbedaan dan keragaman rakyatnya sebagai asset dan kekuatan
negara.Tugas pemimpin bukanlah memaksakan persamaan. Namun untuk
menghargai perbedaan dan keragaman, perbedaan suku, ras, dan apapun
dikalangan rakyat semuanya menjadi ladang kompetisi untuk menjadi
mulia dan bertagwa di sisi Allah SWT, dan yang paling berperan dalam
menciptakan kondisi yang kondusif untuk itu adalah pemimpin.”

Konsep Islam tentang ketaatan kepada pemerintah tersebut

bukanlah ketaatan yang bermuatan kepentingan yang membabi buta,

% Muhammad Aminullah, “Demontrasi Dalam Prespektif Hadis”, EL-HIKAM: jurnal
pendidikan dan kajian keislaman, volume VII, nomor 2, juli-desember 2014, him.360-361.

% Muhammad Aminullah, “Demontrasi Dalam Prespektif Hadis”, him. 361.

" Inu Kencana Syafi’ie, Ilmu Pemerintahan dan AlQur’an (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),
him. 171.
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melainkan ketaatan kritis yang dibatasi oleh syari’at, yaitu selama
pemimpin tersebut tidak kafir, serta senantiasa mentaati Allah dan Rasul-
Nya.”* Dengan demikian ketaatan kepada pemimpin itu ada batasan dan
persyaratannya. Pemimpin dalam hal ini pemerintah adalah yang
menjalankan syari’at Islam dalam pengertian yang luas. Sehingga
pemimpin yang melanggar syari’at Islam tidak wajib ditaati.”* Al-Qur’an
sebagai kumpulan peraturan dasar bagi manusia untuk hidup didunia
maupun diakhirat, sudah tentu ada juga membahas tentang pemimpin
dalam al-Qur’an, dalam hal ini ada 2 ayat yang membahas pemimpin dalam
bentuk uli al-Amr, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nisaa’ ayat
59 dan ayat 83.

a. Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 59;

1 s O35 ) gaakal 5 ) ) gailal el el @il

2o 4

?“"SU‘J J\J&\é\b}dﬁcwéﬁc:}\l\&uém
)\3)1_1 dh )A‘}!\e}d\j‘m\_uujuy

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.™

™ Abul A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi dalam Politik Islam, terj. Asep Hikmat,
(Bandung: Mizan, 1995), him. 203.

2 Muhammad Aminullah, “Demontrasi Dalam Prespektif Hadis”, him.365.

" Tim Penerjemah al-Qu“ran Kemenag RI, Al Qur*an dan Terjemahanya dalam
https://quran.kemenag.go.id/sura/4/59.
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b. Al-Qur’an surat an-Nisa’ 83 ;

‘;\5‘93‘)‘95_9 M\jc\d\u);j\J\uAY\ufo \M;\A\JU
” jLu 5 J\Mﬂe@qaf\ﬂ\éj\dd\jd B\
\me N ,5;,‘ AT ’“y ALY A (Kb Y Yl
Dan apabila sampai kepada mereka suatu berlta tentang keamanan
ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal)
apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di
antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari
mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan

rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali
sebagian kecil saja (di antara kamu).”

Bisa dikatakan bahwa demonstrasi merupakan hal baru yang
muncul setelah masa Nabi dikarenakan kebebasan berpendapat yang
sering terbungkam, tidak terdengar, atau mungkin sengaja tidak
didengarkan. Ada beberapa kejadian yang pernah terjadi pada masa
Rasulullah dan bisa dikaitkan dengan demonstrasi atau unjuk rasa.
Kejadian-kejadian tersebut antara lain; tatkala umuat Islam di makkah
sedang berkumpul dirumah Al-Arkam, Umar Bin Khathab yang masih
kafir tiba-tiba datang dan eminta izin masuk lalu menyatakan masuk
Islam. Spontan terdengar takbir seluruh penghuni rumah. Umar
kemudian bertanya. Bukankah kita berada di atas kebenaran ya
Rasulullah? Lalu kenapa dakwah masih secara sembunyi-sembunyi? Saat
itulah semua para sahabat berkumpul dan membentuk dua barisan, satu

dipimpin Umar bin Khatab dan satu lagi dipimpin Hamzah bin Abdul

™ Tim Penerjemah al-Qu“ran Kemenag RI, Al Qur“an dan Terjemahanya dalam
https://quran.kemenag.go.id/sura/4/83.
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Muththalib. Mereka kemudian berjalan rapi menuju Ka’bah di Masjidil
Haram dan orang-orang kafir Quraisy menyaksikannya.”

Jika melihat kejadian ini maka dalam terminologi di atas adalah
masirah atau long-march, hal ini bisa dijadikan dasar bahwa masirah
boleh dilakukan sebagai pembelaan terhadap kebijakan-kebijakan
berpihak kepada rakyat dan harus diperjuangkan. Di tahun-tahun terakhir
kekhalifahan Utsman, di saat kondisi masyarakat mulai heterogen,
banyak muallaf dan orang awam yang tidak mendalam keimanannya,
mulailah  orang-orang Yahudi mengambil kesempatan untuk
mengobarkan fitnah. mereka menebarkan benih-benih fitnah di kalangan
kaum muslimin agar mereka iri dan benci kepada Utsman r.a.”

Contohnya adalah pernyataannya tentang kewalian Ali bin Abi
Thalib. Orang yahudi berkata: "Sesungguhnya telah ada seribu Nabi di
muka bumi ini dan setiap Nabi mempunyai wali. Sedangkan Ali walinya
adalah Muhammad SAW." kemudian dia berkata lagi :"Muhammad
adalah penutup para nabi sedangkan Ali adalah penutup para wali."
Sehingga pernyataan tersebut tertanam dalam jiwa para pengikutnya,
Maka mulailah dia menjalankan tujuan pokoknya yaitu melakukan
pemberontakan terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan. Kasus
terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan sangat erat hubunganya dengan

demonstrasi (Mudaharah) Kronologis kisah terbunuhnya Utsman r.a.

® Nur Zaqja, dkk., “Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum
Tata Negara dan Hadits Nabi SAW”, Jurnal of Islamic and Law Studies, Vol. 2, No. 1, Juni 2018,
him. 25.

"® Nur Zagqja, dkk., “Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum
Tata Negara dan Hadits Nabi SAW”, hlm. 25.
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adalah berawal dari isu-isu tentang kejelekan Khalifah Utsman yang
disebarkan oleh Abdullah bin Saba' di kalangan kaum Muslimin.
Sehingga terjadinya pemberontakan yang berakibat terbununya Khalifa
Utsman bin Affan. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar bahwa
Demonstrasi (Mudaharah) tidak dibenarkan untuk dilakukan dalam
pandangan Islam.”’

2. Demonstrasi Menurut Hadis

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa seorang pemimpin wajib
ditaati apabila mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan berdampak pada
kesejahteraan rakyatnya, tetapi jika penguasa telah keluar dari aturan-
aturan, baik aturan-aturan agama atau aturan-aturan yang telah ditetapkan
negara, maka rakyat wajib melakukan amr ma ruf nahi munkar.

Jika kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa dibiarkan tanpa
ada usaha untuk mengingatkan dan mencegahnya, maka akan berdampak
pada rakyat secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan Muhammad Abduh
dalam tafsirnya, bahwa perilaku dalam mengabaikan kewajibannya akan
berdampak pada umat secara keseluruhan, tidak hanya pada individu yang
bersangkutan. Perlu diperhatikan, bahwa setiap umat yang melenceng dari
jalan yang lurus dan tidak memperhatikan dan menjaga sunnah yang
digariskan Allah terkait makhluk-Nya, maka hukuman Allah akan

menimpa mereka, berupa kefakiran, kehinaan, serta runtuhnya keagungan

" Nur Zaqia, dkk., “Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum
Tata Negara dan Hadits Nabi SAW”, hlm. 26.
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dan kekuasaan.’ Hadis dan pendapat tersebut mengisyaratkan kepada
rakyat untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak
berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu rakyat
diberikan kewenangan untuk menyampaikan kebenaran yang seharusnya
dilakukan oleh penguasa. Upaya untuk meluruskan kesalahan tersebut
dilakukan sesuai dengan tata cara amr ma’ruf nahi munkar yang telah
ditetapkan oleh syari’at, yaitu dengan memberikan koreksi dan masukan
berupa teguran dan nasehat secara lisan. Jika penguasa menyimpang dari
aturan Islam atau melakukan tindakan yang melenceng dan merugikan
rakyat, maka kewajiban semua orang, baik individu atau kelompok, untuk
memberikan nasehat.”

Dalam hal ini, nasehat merupakan ucapan untuk meluruskan
kesalahan, seperti hal nya upaya membersihkan madu dari unsur-unsur
yang merusak kemurniannya. Dalam makna lain an-nasihah juga berarti
"kata yang padat maknanya", yaitu berupa keinginan dari orang yang
menasehati untuk memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang
dinasehati. Jika Hadis ini dihubungkan dalam konteks memberi nasehat
kepada penguasa, maksudnya adalah membantu mereka dalam hal yang
benar, patuh kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka
dengan cara yang santun, dan mengingatkannya ketika lalai. Ibnu Abdul
Bar mengatakan bahwa menasehati pimminpan kaum muslim murupakan

salah satu kewajiban yang utama. Hal ini mendorong setiap orang yang

8 Muhammad aminullah, “Demontrasi Dalam Prespektif Hadis”, hlm. 367.
™ Nur Zaqia, dkk., “Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum
Tata Negara dan Hadits Nabi SAW”, hlm. 30.



34

mempunyai kesempatan menasehati penguasa wajib menasehatinya, jika
diharapkan penguasa itu akan mendengarkannya. Dengan demikian
urgensi amr ma’ruf nahi munkar sebagai sebuah metode kontrol
kekuasaan, dikarenakan beberapa alasan. Pertama, umuat mempunyai
kewajiban menjalankan amr ma’ruf nahi munkar; kedua, adanya
kewajiban  bermusyawarah; ketiga, umat diperintahkan untuk
memberikan nasihat; dan keempat,umat wajib ikut serta dalam
pelaksanaan kekuasaan, karena umat telah memberikan mandap kepad
penguasa. *° Kedua Hadis diatas, selain mengisyaratkan untuk selalu
mengkoreksi serta meberi nasehat kepada pnguasa yang salah dan keliru,
juga memberikan petunjuk dalam rangka mengingatkan dan menasehati
penguasa dengan cara-cara yang santun, dengan harapan agar penguasa
bisa memperbaiki kekeliruannya akan kebijakan-kebijakan yang berakibat
negatif dan tidak mensejaterakan rakyat.®*

Penggunaan kekerasan tidak akan pernah menciptakan suasana
damai, melainkan hanya menimbulkan dampak negatif yang lainnya. Al-
Qur’an secara tegas melarang Rasulullah menggunakan cara-cara
kekerasan untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Al-Qur’an
mengutuk tindakan tersebut, karena kekerasan hanya akan melahirkan
kekerasan-kekerasan yang lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah
(amr ma’ruf nahi munkar) melalui cara yang bijaksana dan santun.

Dengan demikian, diantara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam

8 Nur Zaqja, dkk., “Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum
Tata Negara dan Hadits Nabi SAW”, hlm. 31.
®! Muhammad Aminullah, “Demontrasi Dalam Prespektif Hadis”, hlm. 368.
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menasehati penguasa dalam hal ini adalah melalui demonstrasi, dengan
terus mempertimbangkan kemaslahatan tanpa melakukan tindakan anarkis.
Dalam artian demonstrasi tetap boleh dilakukan sebagai media untuk amr
ma’ruf nahi munkar Kepada penguasa, dengan demonstrasi damai tanpa
kekerasan dan pengrusakan, sehingga tujuan dari demonstrasi tersebut bisa

didengarkan dan diterima juga dengan baik oleh penguasa.®?

C. Demonstrasi Menurut Pandangan Organisasi Masyarakat Islam
1. Muhammadiyah

Masalah hubungan dengan pemerintah telah dibahas oleh Majelis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Musyawarah Nasional (Munas)
Tarjih ke-27 di Malang pada tahun 2010 yang salah satunya menghasilkan
Figih Tata Kelola. Di dalamnya dirumuskan prinsip-prinsip tata kelola
yang baik, termasuk tata kelola pemerintahan. Salah satu prinsip yang
ditetapkan adalah prinsip pengawasan. Pemerintah yang baik adalah jika
terdapat sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Salah satu
yang berfungsi sebagai pengawas adalah rakyat. Oleh karenanya, sebagai
bentuk pengawasan rakyat pada pemerintah adalah memberikan kritik pada
pemerintah apabila terdapat kekeliruan atau suatu kebijakan yang dirasa
kurang berpihak pada rakyat.®

Selain itu, dalam Pedoman Kehidupan Islami Warga

Muhammadiyah terdapat pedoman tentang kehidupan berbangsa dan

82 Muhammad aminullah, “Demontrasi Dalam Prespektif Hadis”, hlm. 369.

# Anonim, “Hukum Mengkritik Pemerintah”, Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 12
Tahun 2018, dalam https://www.suaramuhammadiyah.id. Diakses pada, 12 Februari pukul 16.02
WIB.
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bernegara. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh
apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran
secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang
kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlag Islam dengan sebaik-
=baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-
benarnya. Lebih lanjut, terdapat beberapa tuntunan dasar seperti ketaatan
kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasulullah saw,
menunaikan amar makruf dan nahi mungkar, memelihara hubungan baik
antara pemimpin dan warga, dan lainnya. Kesemuanya menunjukkan
bahwa warga Muhammadiyah perlu mengkritik pemerintah apabila hal
tersebut dibutuhkan.®

Yunahar llyas dalam makalah yang dipresentasikan pada Halagah
Figih Ulil Amri, 26 Oktober 2013, di Universitas Muhammadiyah
Surakarta menyebutkan bahwa ulil amri dapat dikategorikan menjadi tiga,
adalah®:
a. Umara’dan hukdm dalam pengertian yang luas (legislatif, eksekutif dan

yudikatif) dengan segala perangkat dan wewenangnya yang terbatas;

b. Semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing;
c. Para ulama baik perorangan ataupun kelembagaan seperti lembaga-

lembaga fatwa.

8 Anonim, “Hukum Mengkritik Pemerintah”, Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 12
Tahun 2018.

% Anonim, “Hukum Mengkritik Pemerintah”, Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 12
Tahun 2018, dalam https://www.suaramuhammadiyah.id. Diakses pada, 12 Februari, pukul 16.02
WIB.
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Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks
kehidupan bernegara, yang menjadi ulil amri adalah Pemerintah. Dengan
demikian, rakyat wajib menaati pemerintah sepanjang tidak menyalahi
syariat Allah. Jika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk
bermaksiat dan melanggar syariat Allah, maka kebijakan tersebut tidak
boleh ditaati. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah Hadis yang

diriwayatkan oleh Ali ra:

oAl ol 5 g hrall g delall ) diara ddeta Y
Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ketaatan hanya dalam hal
yang makruf [HR. al-Bukhari, no. 7257].%

Dalam Hadis yang lain disebutkan,

LAUs} \m(,ms\ ;gﬂ\gsa@uan/ g‘m\ Bt
o\jJA.cUa‘)f’ éA.LA)éWJA\ \wayy i
ol

Dari Abdullah ra (diriwayatkan) dari Nabi saw, beliau bersabda:
Mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia
sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan
melakukan kemaksiatan. Adapun jika ia diperintahkan melakukan

maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati [HR. al-
Bukhari no. 7144].%

Namun demikian, jika kemudian pemerintah membuat kebijakan-
kebijakan atau aturan yang dirasa kurang berpihak pada rakyat, atau bahkan
dirasa merugikan dan mendzalimi rakyat, maka mengingatkan atau

mengkritik pemerintah justru menjadi perlu dilakukan. Hal ini karena amar

& Yulian Purnama, “Tidak Boleh Taat Dalam Maksiat Dan Pelanggaran Agama!”, dalam
https://www.muslimah.or.id. Diakses pada, 5 Agustus pukul 23.47 WIB.

# Muhammad Abduh Tuasikal, “Taat Pada pemimpin Pada Selain Perkara Maksiat”,
dalam https://www.rumaysho.com Diakses pada, 6 Agustus pukul 00.33 WIB.


https://www.muslimah.or.id/
https://www.rumaysho.com/

38

makruf dan nahi mungkar harus ditegakkan. Dalam melakukan kritik pada
pemerintah, terdapat tiga cara, yaitu nasihat, amar makruf nahi mungkar,
dan jihad.®

Pertama, kritik dengan nasihat atau menyampaikan saran-saran
kebaikan. Allah swt berfirman:

Dalam Al Quran Surat al-‘Ashr ayat 1-3

shee 5138 Gl WA oo iyl &) sl
)MS\A\_}»A\JJ} bdaj\_\\jm\yjk_lﬂmn

Demi Masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling
menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk
kesabaran.®

Dalam Hadis Nabi saw juga disebutkan:

m\dug,su, “\L;m@m;i;;)m\#ug
e&.uma\)‘)eg_fm\.cj

Dari Tamim ad-Dari (diriwayatkan), bahwasanya Nabi Saw
bersabda: Agama adalah nasihat. Kami bertanya: Kepada siapa?
Rasulullah  menjawab: Kepada Allah, kitab-Nya, rasul-Nya,
pemimpin-pemimpin umat Islam, dan kaum awam mereka [HR.
Muslim no. 55].%

Dengan demikian, suatu kemungkaran harus dicegah sedapat

mungkin, meskipun kemungkaran tersebut dilakukan oleh pemerintah.

8 Anonim, “Hukum Mengkritik Pemerintah”, Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 12
Tahun 2018, dalam https://www.suaramuhammadiyah.id. Diakses pada, 12 Februari pukul 16.02
WIB.

8 Tim Penerjemah al-Qu“ran Kemenag RI, A/Qur“an dan Terjemahanya dalam
https://quran.kemenag.go.id/sura/103.

% Abdullah Zaen, “Akhlak Dan Nasehat™, dalam https://www.muslim.or.id. Diakses pada,
6 Agustus pukul 01.00 WIB.
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Ketiga, dengan berjihad. Jihad dalam konteks ini adalah bukan jihad
dengan berperang, akan tetapi menyampaikan kebenaran meskipun pada
pemimpin yang dzalim.

Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah tidak dibenarkan mencaci,
menghina, dan merendahkan pemerintah. Cara menyampaikan Kkritikan
tetap harus santun.®® Kritik yang diberikan pun jangan sampai merusak
nama baik atau bahkan memfitnah.

Mengkritik pemerintah diperbolehkan, dan bahkan dianjurkan demi
kebaikan bersama. Dalam hal ini kritik pada pemerintah merupakan
hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Kritik juga
merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memberikan saran pada
pemerintah. Lebih jauh lagi, kritikan rakyat dapat menjadi kontrol bagi
pemerintah jika ada langkah-langkah pemerintah yang dirasa kurang bijak
bagi rakyatnya.”

Selain aturan pada Hadis-Hadis di atas, dalam mengkritik segala
aturan dan perUndang-Undangan yang berlaku juga harus diindahkan. Jika
kritik dilakukan di muka umum seperti demonstrasi, maka harus tetap
menjaga ketertiban umum (tidak merugikan) dan dilakukan dengan izin

pihak yang berwenang.

1 Anonim, “Hukum Mengkritik Pemerintah”, Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 12

Tahun 2018, dalam https://www.suaramuhammadiyah.id. Diakses pada, 12 Februari pukul 16.02

% Anonim, “Hukum Mengkritik Pemerintah”, Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 12

Tahun 2018, dalam https://www.suaramuhammadiyah.id. Diakses pada, 12 Februari pukul 16.02
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Rasulullah saw bersabda dalam sebuah Hadis :

O A 1m0 (i 0 80 Sl i (e
D Y3 50 Y s B ala s adde ) Jlia dl O30

Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang

bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain."

(HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).%

Begitu pula jika disampaikan melalui media masa maupun media
lainnya, tetap harus memperhatikan segala aturan, nilai dan norma yang
berlaku. Kritik yang disampaikan hendaklah kritik yang bersifat
membangun dan disertai saran-saran sebagai jalan keluar dari
permasalahan.*

2. Nahdlatul Ulama

Kebebasan berpendapat sejatinya memanglah hak setiap warga
negara. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta
KH Syamsul Maarif menanggapi aksi demonstrasi menolak Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja, beberapa waktu lalu, yang berakhir anarkis.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan
kemaslahatan rakyat wajib dikritisi. Namun, jangan sampai dalam

penyampaiannya justru dilakukan dengan tindakan anarkis atau cara-cara

kekerasan.®

% Nasih Nasrullah, “Prinsip New Normal Dijelaskan Rasullah 14 Abad Silam”, dalam
https://www.republika.co.id. Diakses pada, 6 Agustus pukul 08.00 WIB.

% Anonim, “Hukum Mengkritik Pemerintah”, Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi 12
Tahun 2018, dalam https://www.suaramuhammadiyah.id. Diakses pada, 12 Februari pukul 16.02
WIB.

* Aru Lego Triono, “Demo Anarkis, PWNU Minta Pemprov DKI Jakarta Jamin Rasa
Aman Warga”, dalam uninus.ac.id. diakses pada 8 Juni 2021 pukul 20:38 WIB.
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Dilansir dari NU-Online, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) KH Said Agil Siroj mengingatkan kepada masyarakat agar
penyampaian pendapat dilakukan dengan tertib serta mematuhi ketentuan
hukum. Unjuk aspirasi harus dilakukan secara damai dan tidak memantik
kerusuhan.® Mereka berpandangan bahwa kebebasan berpendapat dijamin
oleh konstitusi, namun harus dilakukan secara beradab, patuh kepada hukum,
dan tidak boleh anarkis.

Pandangan ini didasarkan pada Firman Allah dama Al Quran Surat
Al-A’raaf ayat 56 :

bala§ 833 558005 gaSlial 33 391 8 150 V5

Chidall (a8 ) Gl &)

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan)

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh

harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang
berbuat kebaikan.

Bagi Kiai Syamsul, demonstrasi adalah proses demokrasi.
Penyampaian pendapat di muka umum secara terbuka adalah bagian dari
demokrasi negeri ini. Tetapi ketika menggunakan cara yang tidak tawassuth
atau moderat justru merusak demokrasi itu sendiri. Akibat dari beberapa
demonstrasi yang berujung anarkis itu, banyak masyarakat merasa tidak

aman untuk keluar rumah menuju tempat kerja. Bahkan tidak sedikit juga

tempat usaha masyarakat yang ditutup untuk sementara. Beliau

% Ali Musthofa Asrori, “PBNU Tegaskan Unjuk Rasa Anarkis Dilarang Agama”, dalam
www.nu.or.id., diakses pada 8 Juni 2021 pukul 20:38 WIB.
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mengingatkan bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi yang

dibenarkan.®’

Akhir-akhir ini banyak terjadi demonstrasi, ujuk rasa, pemogokan
dan bahkan pengrusakan fasilitas umum (kerusakan). Motif dan tujuanya
beragam, tapi intinya tidak puas atas kebijakan, sikap atau tindakan suatu
lembaga/instansi dan mencari keadilan. Demonstrasi dan unjuk rasa yang
bermuatan amr ma ruf nahi munkarmunkar untuk mencari kebenaran dan
demi tegaknya keadilan itu boleh selama:*®
a. Tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

b. Sudah tidak ada jalan lain seperti menempuh musywarah dan lobi.

c. Apabila ditujukan pada penguasa pemerintah, hanya boleh dilakukan
dengan cara ta’rif (menyampaikan penjelasan) dan al-wa’zhu
(pemberian nasihat).

Jika aksi demonstrasi diniatkan ikhlas karena Allah SWT; bertujuan
untuk amr ma ruf nahi munkarmunkar; dijadikan sarana perjuangan (jihad)
untuk melakukan perubahan menuju suatu sistem nilai yang lebih baik
berdasarkan alQur’an dan al-Sunnah, maka hal itu bernilai positif, sehingga
hukumnya boleh (mubah), bahkan bisa berkembang menjadi sunnah atau
wajib, tergantung pada garinah (situasi dan kondisi)-nya. Jika demonstrasi

berubah menjadi perbuatan brutal, anarkis dan tindak kekerasan yang

7 Aru Lego Triono, “Demo Anarkis, PWNU Minta Pemprov DKI Jakarta Jamin Rasa
Aman Warga”, dalam uninus.ac.id. diakses pada 8 Juni 2021 pukul 20:38 WIB.

% Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Masail
Diniyah Wagqi’iyyah 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M Di Ponpes Qomarul Huda,
Bagu, Pringgata Lombok Tengah, NTB https://www.nu.or.id/. Diakses pada 12 Februari 2021
pukul 16.30 WIB.
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mengancam keselamatan jiwa manusia, harta, dan merusak fasilitas umum,
maka dilarang oleh syariat Islam. Demonstrasi harus dilakukan dengan
cara-cara yang santun dan tertib, sesuai dengan nilai-nilai al akhlaq al-

karimah.

D. Aksi Anarkis

Anarki merupakan kekacauan fisik yang menimpa masyarakat sipil
berupa bentrokan antar manusia, perkelahian masal, sampai pembunuhan,
penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas
pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan
suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan
kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat).
Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Sebagaimana menurut kamus
hukum bahwa anarki disebut sebagai anarchie yang mengartikan bahwa
keadaan kacau balau disebabkan tidak adanya pemerintahan atau peraturan.99
Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan
keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu
dilakukan penindakan secara cepat, tepat dan tegas dengan tetap
mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai
dengan ketentuan Peraturan yang berlaku oleh Aparat Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

% J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2000. Kamus Hukum. Jakarta:
Sinar Grafika, halaman 8.
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perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam Negeri, sebab Undang-Undang Dasar 1945
menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (macthstaat).’®°
Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk
melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap
perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan
terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya
kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang
merugikan masyarakat, dan lain sebagainya. Tindakan anarkis dapat berupa
perusakan, pengeroyokan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain, pada
dasarnya adalah hasil dari suatu perilaku kolektif (collective behavior). Bila
dinamakan perilaku kolektif, bukanlah semata-mata itu merupakan perilaku
kelompok melainkan perilaku khas yang dilakukan sekelompok orang yang
anggotanya pada umumnya tidak saling kenal dan bersifat spontan.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unjuk rasa
anarkis merupakan suatu penyampaian pendapat yang ditujukan kepada
penguasa atau pemerintah atas ketidakpuasan suatu kelompok atau masyarakat
atas kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga atas ketidakpuasan tersebut
para kelompok tersebut juga mengiringi aksi yang dilakukan dengan
melakukan kekacauan baik perusakan terhadap barang ataupun kekerasan

terhadap orang lain.

100 ¢ ST Kansil. 2002. Pengantar llmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:
Balai
Pustaka, him. 346.
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E. Jartmah
1. Pengertian Jarimah
Kata Jarimah dalam kamus sama dengan Kkata jinayah dan
zanbun yang mempunyai arti dosa, dan dalam bahasa inggris crime yang
berarti kejahatan dan salah. Menurut bahasa kata Jarimah berasal dari kata
“jarama” kemudian menjadi bentuk masdar “jaramatan” yang artinya
perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan
dengan “jarim”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “mujarom alaihi”.
Menurut para fugaha Jarimah adalah larangan-larangan syara yang
diancam dengan hukum had atau za zyr. Yang dimaksud dengan larangan
atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, Syara suatu ketentuan
yang berasal dari nas, had adalah ketentunan hukuman yang sudah
ditentukan oleh Allah, sedangkan ta zyr adalah hukuman atau pengajaran
yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.'®
Secara empiris hukum pidana Islam (figih jinayah) merupakan
hukum yang telah hidup di masyarakat (the living law) dalam interaksi
keseharian masyarakat Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa
eksistensi hukum pidana Islam dalam sistem hukum Indonesia telah
terbukti mempunyai “akar historis” dalam kesadaran masyarakat Islam,
seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ajaran agama Islam itu
sendiri. Akar sejarah ini dibuktikan dan direpresentasikan dengan berbagai

teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Jauh sebelum pemerintahan

101 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam (Yogyakarta:
Mahameru Press, 2017), him. 59-60.



46

colonial Belanda menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, komunitas
Muslim telah terbangun secara mapan. Di beberapa daerah di Indonesia,
Islam bukan saja menjadi agama yang resmi, melainkan juga sebagai
hukum yang berlaku di daerah-daerah tersebut. Beberapa kerajaan di
Indonesia seperti kerajaan Sultan Pasai di Aceh, kerajaan Paga Ruyung
yang terkenal dengan rajanya Dang Tuangku dan Bundo Kanduang,
kerajaan Paderi dengan Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau, kerajaan
Demak, Pajang Mataram dan Sultang Ageng di Banten, bahkan Malaka
serta Brunai (sekarang Brunei Darussalam) di semenanjung Melayu dan
Hassanudin Makasar, telah mempergunakan hukum Islam di wilayah
kerajaanya.'%?

Hukum Islam yang telah mentradisi saat itu diberlakukan sebagai
hukum adat, bukan sebagai hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda
sejak awal abad ke-19 memberlakukan kodifikasi hukum pidana, yang
pada mulanya masih pluralistis. Ada kitab Undang-Undang Hukum Pidana
untuk orang-orang Eropa, dan ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
untuk orang-orang Bumiputra dan yang dipersamakan (inlanders). Akan
tetapi, mulai tahun 1918 diberlakukan satu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana untuk seluruh golongan yang ada di Hindia Belanda (unifikasi
hukum pidana). Itulah hukum yang berlaku sampai sekarang. Realitas
demikian semakin diperparah dengan pandangan sebagian ahli hukum

mengenai pidana Islam yang kurang positif. Terutama berkaitan dengan

192 Junaidi Abdillah dan Suryani, “ Model Transformasi Figh Jinayah Ke Dalam Hukum
Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP”, Masalah-Masalah
Hukum, jilid 47 No. 2, April 2018, him. 100.
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hukum Hudiid (pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditentukan Alquran
dan Sunnah) dalam hukum pidana Islam yang mengalami stigma dan
reduksi. Pendek kata, hukum pidana Islam identik dengan hukum yang
klasik, kejam, ketinggalan dan dehumanis. Ironisnya mayoritas orientalis
memandang Pidana Islam utamanya pidana hudiid dipandang sebagai
sosok hukum yang kejam, primitive dan identik dengan cara-cara balas
dendam dan kekerasan. Satu hal yang sering dilupakan para ahli hukum
dan sejarawan adalah visi dan misi akan koreksi dan perbaikan yang
dibawa pidana Islam terhadap ajaran-ajaran sebelumnya. Sistem hukum
pidana Islam sesungguhnya diawali dengan koreksi terhadap sistem hukum
Arab pra-Islam yang diskriminatif dan tidak manusiawi. Diketahui bahwa,
suku dan kabilah yang kuat di kala itu sangat berhak dalam persoalan
intervensi hukum, sementara suku yang lemah hanya sebagai pelengkap
penderita (tertindas) karena ketidak berdayaanya. Islam datang dengan
membawa panji menegakan hukum dengan prinsip keseimbangan dan
keadilan.'”® Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana Islam
sejatinya tidak lahir (muncul) dalam ruang kosong yang hampa. Pada saat
hukum pidana Islam lahir telah berlaku hukum-hukum pidana warisan
agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama yang dianut masyarakat Arab

pra-Islam. Oleh Islam, pranata-pranata hukum yang telah ada diadopsi

193 Junaidi Abdillah dan Suryani, “ Model Transformasi Figh Jinayah Ke Dalam Hukum
Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP”, hlm. 101.
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dengan diperhalus dan diperingan bentuk hukuman dan syarat yang begitu
ketat.'**

Hukum pidana Islam atau Fiqih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu
figih dan jinayah. Pengertian figih secara bahasa berasal dari “lafal faqiha,
yafgahu figihan”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fiqih secara
istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab Khallaf adalah himpunan
hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil
yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil
perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan
menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah
adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik
perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.'® Hukum pidana
Islam sering disebut dalam figih dengan istilah jinayah atau Jarimah. Pada
dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan
seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang
dilarang. Dikalangan fugaha’, perkataan jinayah berarti perbuatan
terlarang menurut syara’. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah
adalah Jarimah vyaitu larangan-larangan syara’ yang diancam Allah
dengan hukuman had atau ta zyr.

Istilah Jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam

hokum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah

104 Junaidi Abdillah dan Suryani, “ Model Transformasi Figh Jinayah Ke Dalam Hukum
Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP”, hlm. 102.

105 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him. 158.
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di istilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya.
Jadi dalam hokum positif Jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak
pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut
adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan
secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai
arti yang sama serta dtunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif
salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah
pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.*®

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah karena perbuatan
tersebut telah merugikan kehidupan masyarakat, kepercayaan dan
agamanya sedangkan disyari’atkan hukuman untuk perbuatan yang
dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak
melakukannya karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak
berjalan dengan baik apabila tidak dikenai sanksi pelanggarannya. Jarimah
itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara
garis besar kita dapat membaginya ditinjau dari berat ringannya
hukuman.*’

Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara dengan seseorang
dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat jarimah. Harapan

diterapkanya ancaman dan hukuman bagi pelaku jarimah akan terwujud

kemaslahatan umat. Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa tujuan umum di

106 7ulaihah, “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman
Hutan Raya R.Soerjo Di Wilayah SKPPKH Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 Tentang
kehutanan”, Skripsi (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2013), him. 21.

197 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, him. 17.
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syariatkan hukum adalah untuk melearisir umat. Demikian juga hukum
Islam ditegakan untuk melindungi lima hal, yaitu untuk perlindungan
terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Perlindungan
terhadap agama dalam jarimah hudid sering disebut dengan ridah atau
murtad. Sehingga teradap tindak kejahatan penghinaan terhadap agama
dikenai sanksi hukuman mati. Perlindungan terhadap agama artinya
larangan orang merusak atau meninggalkan agam. Perlindungan terhadap
jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman bagi pelaku yang
mengganggu jiwa seseorang, oleh karena itu hukium Islam melarang
membunuh dan melukai anggota badan. **

Perlindungan terhadap keturunan, Islam melarang berbuat zina,
karena perbuatan zina akan menjadikan kaburnya status keturunan. Untuk
mengantisipasi ketidakjelasan keturunan, maka hukum pidana Islam
melarang berbuat zina dan sebagai sanksinya adalah hukuman cambuk
atau rajam. Perlindungan terhadap akal, Islam mengharamkan sesuatu
yang dapat merusak akal. Dalam hukum pidana Islam termasuk kategori
Jjarimah hudid bagi perbuatan perusak akal yang dikenal dengan sebutan
Jarimah syurb al-khamr. Selain itu, perlindungan terhadap harta juga
sangat diperhatikan dalam Islam. Oleh karena itu, perbuatan yang dapat
merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya ditindak

tegas. Pencurian, penggelapan, dan penipuan semua itu perbuatan yang

198 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, him. 61.
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dilarang. Islam menggolongkanya ke dalam hukum pidana pencurian dan
hirabah (penyamunan).*®
Suatu perbuatan atau tindakan dianggap jarimah apabila memenui
syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah dibagi menjadi dua : pertama,
rukun umum, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimabh.
Kedua, unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis
jarimah tertentu. Adapun yang termasuk unsur-unsur umum jarimah
adalah adanya unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril.**°
a. Unsur formil yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum
dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-
undang yang mengaturnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat 1 disebutkan sesuatu perbuatan tidak
dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai
sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya, atau lebih
kita kenal dengan asas legalitas. Dalam syariat Islam lebih dikenal
dengan istilaah ar-rukn asy-syari. Kaidah yang mendukung unsur ini
adalah “tidak ada perbuatan yang di anggap melanggar hukumdan
tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”.
Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf

sebelum ada ketentuan nas.

109 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, him. 62
19 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, him. 64
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b. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk
jartmah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan ar-rukn al-madi.

c. Unsur formiil yaitu pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana terhadap Jarimahi yang dilakukanya.
Dalam syariat Islam unsur moriil disebut dengan ar-rukn al-adabi.
Lebih lanjut menurut Haliman, bahwa orang yang melakukan tindak
pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang
gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena
pembelaan diri.

Sementara unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada
delik (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis
Jjarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainya. Misalnya pada
Jjartmah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Berbuatan
itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain
secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri.
Syarat yang berkaitran dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada
pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Unsur khusus yang
ada pada jarimah pencurian tidak sama dengan jarimah hirabah
(penyamunan), pelakunya harus mukallaf, membawa senjata, jauh dari

keramaian dan menggunakan senjata.'"!

11 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, him. 65.
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2. Macam-Macam Jarimah
Ulama Figih membagi jarimah dilihat dari berbagai segi: jarimah
dari segi berat dan ringannya hukuman, jarimah menurut niat si pelaku,
jarimah didasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat, dan jarimah bila
dilinat dari siapa yang menjadi korban.'2
a. Jarimah bila dilihat dari berat dan ringannya hukuman ada tiga jenis,
1) Jarimah Hudud
Jartimah  Hudiid adalah hukuman-hukuman yang

dijatunkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan,®

atau jarimah
yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah
hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah.
Hukuman hudid terbagi menjadi 7, sesuai dengan bilangan tindak
pidana hudid , adalah zina, qazaf, meminum-minuman Kkeras,
mencuri, melakuakn hirabah (gangguan keamanan), murtad dan
pemberontak. Sanksi yang diterapkan sesuai dengan jarimah yang
diperbuat dengan ketentuan yang ada dalam Al-quran dan
Hadis.""*
2) Jarimah Qisas diat
Jarimah Qisas dan diat adalah Jarimah yang diancam

dengan hukuman gisas atau diat. Baik gisas maupun diat adalah

hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Qisas adalah,

112 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, him. 69.

113 Marsaid, Al-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam
Hukum Islam (Palembang: CV.Amanah, 2020), him. 245.

114 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him. 17.
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menghukum pelaku kejahatan pembunuhan atau kekerasan fisik
berupa pemotongan anggota tubuh atau melukai yang dilakukan
secara sengaja dengan bentuk hukuman yang sama seperti yang ia
perbuat terhadap korban. Sedangkan diat adalah kompensasi
berupa harta yang wajib dibayarkan sebagai ganti rugi jiwa.'*
Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan
hak Allah (hak masyarakat), sedangkan gisas dan diat adalah hak
manusia (individu). Sanksi yang diterapkan sesuai dengan jarimah
yang diperbuat dengan ketentuan yang ada dalam Al-quran dan
Hadis. Jarimah Qisas dan diat ini hanya ada dua macam yaitu

pembunuhan dan penganiayaan.*

3) Jarimah Ta’zyr

Jarimah ta’zyr adalah Jarimah yang diancam dengan
hukuman fa’zyr, atau biasa disebut dengan hukuman ganti.'"’
Ta’zyr juga diartikan Ar Rad wa Al Man u, artinya menolak atau
mencegah. Menurut istilah yang dikemukaan oleh Imam al-
Mawardi adalah sebagai berikut ta’zyr adalah hukuman atas
pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh
hukuman syara’. Secara ringkas bahwa dapat dikatakan hukuman
ta’zyr adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’,

melainkan diserahkan oleh Uli al-Amri baik penentuan maupun

pelaksanaanya, artinya perbuatan undangundang tidak menetapkan

115 \Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam 7 ,him. 498.
116 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, him. 17.
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Abdul Qadir Audah, at Tasyri’l al-jina’l al-Islami, cet.2, him. 183.
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hukuman untuk masing-masing Jarimah ta’zyr, melainkan hanya
menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya
sampai yang seberat-beratnya. Dalam menetapkan Jarimah ta zyr,
pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga
kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari
kemudharatan di saming itu penegakan Jarimah ta’zyr harus
sesuai dengan prinsip syari (nash).'!®* Mayoritas kejahatan dan
tindak kriminal yang dinyatakan dalam undang-undang hukum
pidana Mesir dan Suriah adalah masuk ke dalam kategori sanksi
hukum ta zyr baik apakah itu jinayat (kriminal) dan pelanggaran
hukum yang merugikan dan mengganggu kemaslahatan umum,
atau yang menimpa perseorangan, maupun berupa pelanggaran-
119

pelanggaran biasa.

b. Jarimah menurut Niat Pelaku
Jarimah jika dilihat dari niat pelaku, maka ada dua macam
yaitu Jarimah magsudah (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan)
dan Jarimah ghairu maqsudah (tindak pidana yang tidak disengaja).
Maksud dari Jarimah magsudah adalah si pembuat dengan sengaja
melakukan perbuatan, sedangkan ia tau perbuatan itu dilarang.

Sedangkan Jarimah ghairu magsudah adalah si pembuat tidak sengaja

118 Marsaid, Al-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam
Hukum Islam, him. 198.

119 \Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam 7 , terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk ( Depok: Gema
Insani, 2016), him. 498.
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melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut

terjadi karena kekeliruan.'®

c. Jarimah berdasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat

Jarimah jika dilihat dari perbuatan si pelaku maka ada dua

macam: pertama, Jarimah ijabiyyah (Jarimah positif) yaitu si
pembuat melakukan perbuatan yang dilarangoleh syara atau undang-
undang. Seperti al-Quran melarang orang berzina, tetapi si pembuat
melakukan perinaan. Sikap orang tersebut dianggap melanggar hukum
karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh nash. Peristiwa ini
dalam hukum positif disebut dengan delicta commissionis. Kedua,
Jarimah salabiyyah (Jarimah negative) vyaitu si pembuat tidak
melakuan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau syara
seperti tidak membayar zakat, tidak memberi makan orang yang
ditahan. Peristiwa ini dalam dalam hukum positif disebut delicta
ommissionis.***

d. Jarimah bila dilihat dari siapa yang menjadi korban

Pembagian Jarimah berdasarkan siapa yang menjadi korban

diklarifikasikan menjadi dua macam, yakni Jarimah masyarakat dan
Jartimah perorangan. Jarimah masyarakat adalah Jarimah yang
pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan
umum. Termasuk dalam kategori ini adalah Jarimah zina, qazf,
hirdbah, syurb al-khamr. Adapun Jarimah perorangan ialah suatu

Jartimah yang hukuman diterapkan kepada pelaku untu melindungi

kepentingan perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan

120 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, him. 72.
121 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, him. 72.
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masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah Jarimah gisas diyat.

Didalamnya adalah masalah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan

salah, pelukaan karena keliru.*?

Sanksi ta ’zyr itu macannya beragam diantaranya adalah :

1. Sanksi tafsir yang mengenai badan. Hukum yang terpenting dalam
hal ini adalah hukuman mati dan jilid.

2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Sanksi
yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai
macam nya dan pengasingan.

3. Sanksi ta’zyr yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang
terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan
penghancuran barang.

4. Sanksi-sanksi tajwid lainnya yang ditentukan oleh Ulul Amri demi
kemaslahatan umum.'?

Maksud utama sanksi ra’zyr adalah sebagai preventif dan
represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini tazyr tidak boleh
membawa kehancuran. yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah
bahwa sanksi tafsir harus memberikan dampak positif bagi orang lain
(orang yang tidak dikenai hukuman ta zyr), sehingga orang lain tidak
melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. yang
dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi tajir harus
memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi

melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman

122 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, him. 72-73.
128 A, Djazuli, Figh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1997), him. 188.
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ta’zyr.** Oleh karena itu, sangsi tajir itu, baik dalam fungsinya
sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan
keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip
keadilan. yang dimaksud dengan fungsi kuratif (istilah) adalah bahwa
sanksi ta’zyr itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku
terhukum di kemudian hari. yang dimaksud dengan fungsi edukatif
adalah bahwa sanksi takjil harus mampu menumbuhkan hasrat
terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi
perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-
mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat
penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat
keimanan dan ketakwaannya sehingga ia menjauhi segala ancaman
maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bila para ulama
dalam hal sanksi tafsir yang berupa penjara tidak memberikan batas
waktu bagi lamanya penjara, melainkan batas yang mereka tentukan
adalah sampai pelaku terhukum bertobat sebagai pembersih dari dosa.
Untuk menjaga kepastian hukum perlu batas waktu hukuman penjara.
Hanya saja pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus efektif

sehingga si terhukum waktu keluar telah tobat.

187.

124 A Djazuli, Figh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, him. 186-



BAB Il
PENERAPAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI

ANARKIS

Di tengah arus demokratisasi dan kebebasan berpendapat, aksi unjuk rasa
atau demonstrasi telah menjadi alternatif untuk menerjamahkan kewajiban
menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Demonstrasi telah dianggap sebagai
keniscayaan dalam praktek demokrasi. Selain sebagai implementasi adanya
kebebasan berpedapat, demonstrasi diyakini mampu menjadi sarana efektif untuk
menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pilihan pada demonstrasi tersebut tak
lepas dari kenyataan bahwa sebagian besar negara di dunia belum memiliki
pemerintahan efektif yang mampu memenuhi kehendak rakyat.'®

Kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat minimbulkan
rasa kurang simpati kepada kebijakan yang dibuat. Dalam kurun waktu 2 tahun
terakhir, banyak demonstrasi yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk
menyampaikan kritik kepada pemimpin atau pemerintah. Tidak jarang
demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat/golongan berujung pada tindakan
anarkis. Tindakan tersebut terjadi karena para demontran menganggap tuntutan
mereka tidak didengar sehingga mereka melakukan hal tersebut.

Seperti yang dilansir oleh Republika.com, Ribuan demonstran yang
tergabung dalam aksi Jogja Memanggil untuk menolak UU Cipta Kerja di depan
gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020

berujung ricuh. Peserta demonstran yang berasal dari mahasiswa dan sejumlah

125 Muhammad Gazali Rahman, UNJUK RASA VERSUS MENGHUJAT (Analisis
Deskiptif melalui Pendekatan Hukum Islam), Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 2,
Desember 2015, him. 332.
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organisasi masyarakat sipil lainnya terlibat aksi saling melempar botol hingga
batu. Sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, ribuan orang yang
tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) bergerak dari Bundaran
Universitas Gajah Mada hingga depan gedung DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta. Mereka berkumpul sebagai respons dari pemerintah yang secara
sewenang-wenang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus law).
Menurut mereka, pemerintah secara sewenang-wenang mengesahkan Omnibus
law. Padahal dalam proses perumusannya mereka tidak mengedepankan asas
apresiasi partisipasi publik. Selain itu, pemerintah juga tidak menghiraukan suara
penolakan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.'?®

Demonstrasi terus berlanjut hingga malam hari, yang mengakibatkan
aparat mengambil tindakan untuk membubarkan demonstran. Pihak aparat
keamanan berhasil memukul mundur para demonstran dengan menembakan gas
air mata. Kericuhan tersebut menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas umum,
sejumlah kendaraan rusak, hingga terbakarnya restoran Legian yang terletak di
sebelah selatan gedung DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.*

Aksi penolakan Undang-undang Cipta kerja itu pun terjadi di Serang yang
mengakibatkan tergangunya ketertiban umum. Seperti yang di lansir
KOMPAS.com ribuan buruh dari PT Nikomas Gemilang melakukan aksi mogok
kerja dan unjuk rasa menolak Omnibus law cipta kerja di jalan raya Serang Jakarta,
Kibin kabupaten Serang Banten. Arus lalu lintas dari arah serang maupun dari

arah Jakarta ditutup total akibat adanya aksi massa hingga menutup seluruh badan

126 Fernan Rahadi, “Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh”,

www. republika.co.id., diakses 17 April 2021.
127 Fernan Rahadi, “Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh”
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jalan di depan PT nikomas gemilang.*® Puluhan ribu buruh perusahaan sepatu
tersebut keluar dari pabrik setelah adanya informasi unjuk rasa sebagai bentuk
solidaritas sesama buruh. Untuk mengamankan aksi jalan unjuk rasa pihak
kepolisian pun melakukan pengalihan arus lalu lintas di depan PT nikomas
gemilang kendaraan roda empat atau lebih menuju Jakarta maupun Serang
diminta melalui jalur tol sedangkan kendaraan roda dua melalui jalur alternatif
lainnya, rekayasa lalu lintas ini diterapkan supaya tidak memperparah kemacetan
di daerah tersebut.'®

Demontrasi anarkis tidak hanya terjadi pada lingkup nasional dalam aksi
menolak kebijakan pemerintah, tetapi juga bisa terjadi di lingkup kampus dalam
aksi menolak kebijakan pemimpin. Misalnya pada demontrasi mahasiswa di
Universitas Nasiaonal (UNAS). Demonstrasi mahasiswa itu terjadi menuntut
5 hal yaitu potongan uang kuliah sebesar 50-65 persen, jaminan hak demokratis
mahasiswa, mahasiswa diikutsertakan dalam tiap pembentukan kebijakan kampus,
Jaminan upah penuh dosen dan pekerja di masa pandemi serta membuka
transparansi dan statuta secara publik.'*’

Demontrasi mahasiswa Universitas Nasional sempat berlangsung tidak
kondusif. Karena mahasiswa merusak mobil milik dosen hingga melakukan
penganiayaan terhadap pihak keamanan dan juga karyawan Universitas. Sangat

disayangkan mahasiswa yang dikenal dengan intelektualnya melakukan tindakan

tersebut, yang membuat inti dari demonstrasi atau upaya penyampaian pendapat

128Rasyid Ridho, " Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Blokade Jalan Serang-Jakarta”,
www.kompas.com, diakses 17 April 2021.

129 Rasyid Ridho, " Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Blokade Jalan Serang-Jakarta”

130 Mustakim, “Tindak Tegas Demo Anarkis Dikampus Unas”, www.unas.ac.id, diakses
17 April 2021.
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tidak tersampaikan. Menurut penulis subtansi dari demonstrasi ialah menyuarakan
hal-hal yang dianggap meresahkan banyak pihak. Apabila suatu demonstrasi
disertai tindakan anarkis, maka hal tersebut akan memberikan kesan negative
terhadap penyampaian pendapat dimuka umum. Padahal demontrasi merupakan
implementasi dari demokrasi.

Dari beberapa demonstrasi di atas, tindakan anarkis yang dilakukan
demonstran yaitu:

1. Kekerasan;

2. Pengrusakan fasilitas;

3. Penganiayaan; dan

4. Mengganggu kektertiban umum.

Dalam Islam, perbuatan tersebut sangatlah dilarang. Dalam arti lain,
pelaku dari aksi tersebut dapat dikenai pidana. Perbuatan tersebut sudah tentu
dilarang oleh Islam titik dengan arti lain pelaku demonstrasi dalam aksinya
dikenakan sanksi pidana, karena sudah memenuhi unsur, yaitu:

1. Rukun Syari : Adanya Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengecamnya dengan hukuman.**
a. Kekerasan

Al-Quran Surat Ali imron ayat 105:
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Artinya: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang

bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka

131 Hariyanto, Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, him. 64
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keterangan yang jelas. Dan Mereka itulah orang-orang yang
mendapat azab yang berat,**

b. Pengrusakan fasilitas

Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77:

LA (e Sliaal i Y5853 3‘35‘ Ml L gl
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Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah
dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan
bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah
kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai
orang yang berbuat kerusakan.™

c. Penganiayaan

Al-Quran Surat Al-maidah ayat 45:

;uijdu;)u\jumuumw\ L@_aeg_"d’sulfsj
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Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat)
bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-
luka (pun) ada gisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa
melepaskan (hak gisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.***

32 Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, Al Quran dan Terjemahanya dalam
https://quran.kemenag.go.id/sura/3/105

3% Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, Al Qur*an dan Terjemahanya dalam
https://quran.kemenag.go.id/sura/28/77

B34 Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, Al Qur*an dan Terjemahanya dalam
https://quran.kemenag.go.id/sura/5/45
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d. Menggangu ketertiban umum
Hadis Nabi Muhammad SAW:
¥ 500y
Artinya: Tidak boleh membuat bahaya kepada diri sendiri dan
membuat bahaya kepada orang lain.'*

2. Rukun maddi : Adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana
(Jarimah ), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat
(negatif). Aksi anarkis yang dilakukan demonstran, pengrusakan terhadap
fasilitas umum, hal tersebut termasuk perbuatan buruk dan merugikan orang
lain.

3. Rukun adabi : Yaitu bahwa demonstran adalah orang yang mukallaf, yakni
orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
dilakukannya.

Demonstran melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, perbuatan
tersebut termasuk perbuatan pidana akan tetapi sanksi yang akan dijatuhkan
kepada demonstran tidak dijelaskan secara jelas dalam syara. Dalam pidana Islam,
hukum yang tidak ditentukan dalam syara dikategorikan sebagai tindak pidana
ta’zyr dan hukuman yang akan digunakan kadarnya diserahkan kepada penguasa.

Ta’zyr secara bahasa artinya adalah Al man'u (mencegah, melarang
menghalangi). Kemudian kata ¢a zyr lebih populer digunakan untuk menunjukkan
arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman had, karena hukuman

ta’zyr mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.

Sedangkan secara Sarah tafsir adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu

135 Anonim, Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan
QAWA’ID FIQHIY AH, dalam https://almanhaj.or.id. diakses 29 April 2021.
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bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan
tidak pula kafarat.**®

Pihak yang berwenang melaksanakan hukuman ¢a zyr adalah waliyul Amri
atau pemerintah atau wakilnya. Hukuman ta’zyr bisa berbentuk pukulan, penjara,
kecaman dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan dan pandangan waliyul
Amri yang menurutnya itu bisa memberikan efek jera sesuai dengan kondisi dan
keadaan manusia.®” Syarat supaya hukuman 7a zyr bisa dijatuhkan adalah hanya
sarat berakal saja maka oleh karena itu hukuman e zyr bisa dijatuhkan kepada
setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki
ancaman hukuman had, baik laki-laki maupun perempuan, muslimin maupun kafir,
balik atau anak kecil yang sudah berakal atau mumayyiz.**®

Menurut ulama Hanafiah, mekanisme penetapan dan pembuktian kasus
kejahatan dengan ancaman hukuman ta ’zyr sama seperti mekanisme pembuktian
dan penetapan hak hak hamba lainnya, yaitu pengakuan, bayyinah (saksi) an
nukuul(tidak mau bersumpah), dan berdasarkan sepengetahuan hakim akan
kebenaran kasus yang terjadi.’*® Pada satu Sisi za’zyr menjadi sangat fleksibel
untuk mengakomodasi segala bentuk kemaksiatan atau kejahatan kontemporer.
Namun pada sisi lain menyisakan masalah yang tidak sederhana titik diantaranya
adalah bagaimana dengan kepastian hukumnya. Padahal dalam hukum pidana
Islam, kepastian dan keadilan adalah dua asas yang harus tegak dan menjadi dasar

pemidanaan. tidak kalah menariknya adalah bagaimana dengan kewenangan

136 \Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk ( Depok: Gema
Insani, 2016), him. 523.

37 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam 7 , him. 524.

138 \Wahbah az-zuhaili, Figih Islam 7 , him. 531.

139 Wahbah az-Z uhaili, Figih Islam 7 , him. 536.
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pemerintah yang sangat luas dalam penerapan tafsir dan berpotensi membuatnya
menjadi semena-mena dan diktaktor.

Bahkan pemerintah dapat menggunakan tafsir sebagai alat represif bagi
mereka yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.**

Landasan dan penentuan hukuman ¢a ’zyr didasarkan pada ijma’ (konsensus)
berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan
menghukum semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian
kerusakan fisik, sosial politik, finansial, atau norma bagi individu atau masyarakat
secara keseluruhan. Ta’zyr ini sangat terbuka lebar untuk mengadopsi
perkembangan hukum pidana modern yang sedang berlaku di dunia. 7a’zyr
hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Sampai saat ini, tafsir kendati masuk
dalam lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apalagi
penyiksaan lebih tepat ¢a zyr dipahami sebagai proses penyadaran.

Abd Aziz Amir membagi ta’zyr secara rinci kepada beberapa bagian,
yaitu:***

a. Jarimah ta’zyr yang berkaitan dengan pembunuhan

b. Jarimah ta’zyr yang berkaitan dengan perlukaan

c. Jarimah ta’zyr yang berkaitan dengan kejahatan kehormatann dan kerusakan
akhlak

d. Jarimah ta’zyr yang berkaitan dengan harta

e. Jarimah ta’zyr yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

140 Azhari Akmal Tarigan, “Ta’zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”,
Ahkam: Jurnal llmu Syariah, Vol. 17, No.1., 2017, him. 155-156.

141 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), him.
188.
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f. Jarimah ta’zyr yang berkaitan dengan keamanan umum
Analisis ini untuk menghindarkan kesemena-menaan pemerintah,
penguasa, hakim hingga penerapan hukum ta’zyr tersebut tetap mengacu pada

magashid Syariah yaitu tegaknya keadilan ditengah-tengah masyarakat.



BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyatakan Pendapat Dimuka Umum sedikit sekali aturan pasal yang
mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam unjuk rasa atau
demonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah
mengartikan dan menterjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh
para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja
terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam tatanan
pembenahan instrument maupun tatanan operasional, Polri telah
melakukan upaya-upaya untuk meredam keganasan unjuk rasa yang
bersifat anarkis. Sehingga tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan
tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No.16 Tahun
2006 tentang “Pedoman Pengendalian Masa” yang sering disebut dengan
Protap Dalmas, guna menyelaraskan prosedur dan tindakan setiap satuan
Polri dalam menanggulangi unjuk rasa. Selain itu, pada tahun 2008 Polri
juga mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang “Tata
Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara

Penyampaian Pendapat Di Muka Umum”.
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Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan
pengamanan dan meredam aksi masa , Melainkan anggota kepolisian juga
tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut
menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar,
membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan
penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya
dan memukul. Penggunaan kekerasan dalam penanggulangan demonstrasi
juga jelas tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Protap Dalmas maupun
Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008, namun anggota kepolisian
melakukan penangkapan dengan menggunakan kekerasan tersebut dengan
dalih menerapkan upaya paksa. Dalam Pasal 24 Perkapolri Nomor 9
Tahun 2008, ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus
dihindari adanya tindakan yang kontra produktif seperti membalas
melempar pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya,
dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan,
penganiayaan, pelecehan, dan pelanggaran HAM.

Dalam perspektif Figih Jinayah, pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis
masuk kedalam Jarimah ta’zyr, pelaku demonstrasi dalam aksinya
dikenakan sanksi pidana, karena sudah memenuhi unsur. Pertama, Rukun
Syari : Adanya Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan
mengecamnya dengan hukuman. Kedua, Rukun maddi : Adanya tingkah
laku yang membentuk tindak pidana (Jarimah), baik berupa perbuatan

nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Aksi anarkis yang
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dilakukan demonstran, pengrusakan terhadap fasilitas umum, hal tersebut
termasuk perbuatan buruk dan merugikan orang lain. Ketiga, Rukun adabi :
Yaitu bahwa demonstran adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang
dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
Pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis telah memenuhi rukun, maka
dari keterangan penulis diatas, maka dapat disimpulkan hukuman terhadap
pelaku demonstrasi yang berbuat anarkis adalah hukuman ta’zyr yang

berkaitan dengan keamanan umum..

B. SARAN

Dalam penelitian yang terfokus kepada hukum pelaku demonstrasi
yang berbuat anarkis, peneliti kepada pemerintah diharapkan lebih jelas dan
detail dalam membuat peraturan. Dalam pembahsan di atas pelaku demointrasi
seharusnya mendapatkan pengamanan dan penanganan dari aparat supaya bisa
meredakan tindakan anarkis demonstrasi yang berbuat anarkis bukan malah
memberikan perlawanan kepada demontrasi, meskipun sudah ada peraturan
yang membahas tentang demontrasi tetapi kurang lengkap apabila tidak ada
peraturan yang pasti untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku demonstrasi
yang berbuat anarkis. Kemudian dalam menjatuhkan hukuman terhadap
pelaku sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang
terdapat dalam Pasal yang menjerat pelaku, sehingga penerapan pasal dan

penjatuhan hukuman kepada pelaku balance.
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C. KATA PENUTUP
Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah
SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap
saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini
dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi

pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Junaidi, dan Suryani, “ Model Transformasi Figh Jinayah Ke Dalam
Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi
KUHP”. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47, No. 2, April 2018.

Abdullah Zaen, “Akhlak Dan Nasehat”, dalam https://www.muslim.or.id

al-Maududi, Abul A’la. Hukum dan Konstitusi dalam Politik Islam, terj. Asep
Hikmat. Bandung: Mizan, 1995.

Aminullah, Muhammad. “Demontrasi Dalam Prespektif Hadis”. EI-Hikam: Jurnal
Pendidikan Dan Kajian Kelslaman. VVolume VII, Nomor 2, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.
Raja Grapindo Persada, 2004.

Anonim. “Hukum Mengkritik Pemerintah”. Majalah Suara Muhammadiyah, Edisi
12 Tahun 2018. www.suaramuhammadiyabh.id.

Anonim. “Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan
QAWA’ID FIQHIYAH”. www.almanhaj.or.id.

Anwar, Muhamad. “Demonstran Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
(Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. Managemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Asshiddigie, Jimly. Konstitusi & Konstitualisme Indonesia. Yogyakarta : Sinar
Grafika, 2010.

Atamimi, Abdul Basit. “Demonstrasi dalam Kajian Islam”. An-Nufus. Vol.1, No.1,
20109.

Audah, Abdul Qadir. “at-Tasyri’ al-Jinai’ al-1slami”. Jus 2.

az-Zuhaili, Wahbah. Figih Islam 7 , terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok:
Gema Insani, 2016.

B, Azwar Jayanegara. “Analis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis pengrusakan (Studi
Kasus Putusan No. 1613/PID.B/2015/Pn.MKS)”. Skripsi. Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, 2016.


https://www.muslim.or.id/
https://www.suaramuhammadiyah.id/
https://almanhaj.or.id/

Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2008.

Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2010.

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Mu’amalah. Yogyakarta: STAIN Po
PRESS, 2010.

Djazuli, A. Figh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Fahmi, Muhammad Rizal. “Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang

Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Figh Jinayah”. Al-
Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam. VVol.1, No. 2, 2015.

Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai
Pancasila”, Volksgeist: Jurnal I[lmu Hukum dan Konstitusi, Vol.1., No.I.,

2018.

Hariyanto, Hariyanto. Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam. Yogyakarta:
Mahameru Press, 2017.

Helim, Abdul. “Paradigma Fikih Aspiratif, Demonstrasi dalam Nalar Zari’at”.
Jurnal Kajian Islam. Vol. 1, No. 1, April 20009.

https://kbbi.web.id/laku

https://quran.kemenag.go.id/sura/3/105

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayu Media Publishing, 2007.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. Figh Jinayah . Jakarta: Amzah, 2013.

Kansil, C.S.T. Pengantar IImu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka, 2002.

KBBI, https://kbbi.web.id/hukum

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Masail
Diniyah Wagqi’iyyah 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M Di
Ponpes Qomarul Huda, Bagu, Pringgata Lombok Tengah, NTB.
www.nu.or.id/.


https://kbbi.web.id/laku
https://quran.kemenag.go.id/sura/3/105
https://kbbi.web.id/hukum
https://www.nu.or.id/

Marsaid. Al-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak pidana
Dalam Hukum Islam. Palembang: CV.Amanah, 2020.

Muhammad Abduh Tuasikal, “Taat Pada pemimpin Pada Selain Perkara Maksiat”,
dalam https.//www.rumaysho.com

Munajat, Makhrus Hukum Pidana Islam Indonesia. Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar
Grafika, 2004.

Mustakim. “Tindak Tegas Demo Anarkis Dikampus Unas”. www.unas.ac.id.

Najih, Mokhammad, dan Soimin. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep
Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia . Malang: Setara Perss, 2016.

Nuryany, Novia. Mengapa Harus Demo?. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

O’Flaherty, Michael. “Freedom of Expression : Article 19 of the Internasional
Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committees
General Comment”, Journal Human Rights, No. 34, 2012.

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar
Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.
Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pelayanan Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di

Muka Umum.

Pikarsa, Agryan. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk
Rasa Oleh Anggota Polri”. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.

Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. Politik Hukum Pidana.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Rahadi, Fernan. “Demo Tolak UU Cipta Kerja di Yogyakarta Berujung Ricuh”.
www.republika.co.id.

Rahman, Muhammad Gazali. Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskiptif
melalui Pendekatan Hukum Islam). Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol. 12,
No. 2, 2015.


https://www.rumaysho.com/
http://www.unas.ac.id/
http://www.republika.co.id/

Revitch, Diane. Demokrasi Klasik dan Modern. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2005.

Ridho, Rasyid. “Tolak UU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Blokade Jalan Serang-
Jakarta”. www.kompas.com.

Ridwan HR, Figih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan. Yogyakarta: FH
Ull PRESS, 2007.

Ruslan, Rosady. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2004.

Sabela, Amira Rahma, dan Dina Wahyu Pritaningtias. “Kajian Freedom of Speech
and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di
Indonesia”. Lex Scientia Law Review. Volume 1, No.1, November.

Setiawan, Tri. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan
Demonstrasi Mahasiswa (Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung)”. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo. Kamus Hukum. Jakarta:
Sinar Grafika, 2000.

Strausss, Anselm, dan Juliet Corbin. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata
Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data . Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
20009.

Sujono dan Abdurrahman. Metode Penelitian dan Penerapan. Jakarta: Rineka
Cipta, 1998.

Syafi’ie, Inu Kencana. /lmu Pemerintahan dan AIQur’an. Bumi Aksara, Jakarta,
2004.

Syukur, Muhammad. “Tinjauan terhadap anarkis unjuk rasa mahasiswa di kota
Makassar tahun 2011-2014”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar, 2017.

Tarigan, Azhari Akmal. “Ta’zir dan Kewenangan Pemerintah dalam
Penerapannya”. Ahkam: Jurnal llmu Syariah. Vol. 17, No.1, 2017.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampalkan
Pendapat Di Muka Umum lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 181.

Universal Declaration of Human Rights.


http://www.kompas.com/

UUD 1945

Wahjono, Padmo. Beberapa Masalah Ketata Negaraan di Indonesia. Jakarta : CV
Rajawali, 1984.

Yulian Purnama, “Tidak Boleh Taat Dalam Maksiat Dan Pelanggaran Agama!”,
dalam https.//www.muslimah.or.id

Zaqia, Nur, dkk., “Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif
Hukum Tata Negara dan Hadis Nabi SAW”. Jurnal of Islamic and Law
Studies. Vol. 2, No. 1, 2018.

Zulaihah. “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi
Taman Hutan Raya R.Soerjo Di Wilayah SKPPKH Mojokerto Menurut UU
No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan”. Skripsi. Surabaya : IAIN Sunan
Ampel, 2013.


https://www.muslimah.or.id/

LAMPIRAN-LAMPIRAN



OMATIIOAMANA NIVI
oprm e i préie 1 ok sfere P e et oy

o i e o e e i iR e i o (ot iy
o sund CNIH ,
: K= R fne R i 4
; v e 3._.3 Aot

i sy AN ) dd Ve
Iagind
T P e v J @ (e8| 10" w109 (V) TULOUL proworaemsndurerans O LITNOMAN NIVI
i ndad S taddg {1 e
w3 Taahca 0t o 4 Har ade Sadiddr 40
.ﬁ 3.\,:«.«2

N
'

T n..-..u...u. = n.nunnn .uo.u,p,w..,uu...w ....u?u TiTinT TS Tiaging .Hu:..u:u TieiZinginiing
AT TF TR EE TR TR R R R R R R A R R R R

87
-._-.”.H
.._. 5
pe B0 S

.
.....




AAALAALALLALLD DL DL DDA DDDLLLDLDDDNDNPD DDA DD DDA

ZOO | 05861 IZSOLS6L ‘dIN
IPA'W ITINN W HSIA 00y

V L60BLOZHTYW 'IH3S ON

i \ W 200 SRR .o L, 2

“YD,UIDY-|y POYOW HPNI 0L Y

610Z HDNIGRS ZZ ‘OpayomMIng oL L §

75N (N

- epeqr ue B::.&:v :m.:..mbm:.a uep ue angey- SN eow 26 AL T
(Idd) yepeqp ue| J uenyeppduag uep (vig) uend-|y sin| eeg . iy

Jesec] suajadwoy uelln wepep ¢ 1N Yeo ueymyBuesiaoq Sued epuey wdeqag

PIOEOELIYT
S ONMNODV NVAIZ ONVONVD

repeday opaomIng NIVI Ye,iwep-1y peyei Ld Ya[o ueyLaqiq
6102/200/S00 0S8/ (VN Ld1/41°U] :10WON

LVATALLAAS

pIroe‘opaominduler MMM '£GG0E9-1820  Xed 062829 'vZ9SE9-1820 © diaL
9ZLEG OUSNOMING Y/ O ON IUBA Y "PUBL ‘| : JeuelY
HYJINVF-TV AVH.YIN LdN
OLYINOMYNA IMFOIN WVTISI VAVOV LNLILSNI
VNVOV NVIMILNIWIA

OIHIHOMUNL NIVI

ONNANANAAANNANNANANANAAAAANANAAANANANANAAANNANAA,
AP PSPPI PSS SIS PSS SIS SS PSSP LSS

B i T i i i e T L A VL VL VLV



A

IAIN PURWOEERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

JI Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia. www.iainpurwokerio.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10473/2020

This is to certify that
Name : Gancang Zidan Agung Sandhika
Date of Birth : BANJARNEGARA, July 14th, 1998

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,

organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd,
2020, with obtained resuit as follows:

1. Listening Comprehension - 54
2. Structure and Written Expression : 46 @i
3. Reading Comprehension - 56
Obtained Score : 520

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

SIUB v.1.0 UPT BAHASA JAIN PURWOKERTO - page1/1



\\\\
200 _, £0666) LO60SL6! ; dIN PR B AR IS
Y g -y 199X 1OSOI(IN
. £ ey
; T - PIOAL OO
. 010,
CdLL N IVIIN THALYW
L10T 9QUIAON TT ‘OUYOMIN
VNG A
L10Z J9QUISAON L1 uped ﬁ NVIVIINIS RIALVIN w
OPNOMING NIV] CdLL Ld)4er0 usyrmdfuajastp dund
PP YOSOINN Wiifos ouayomng UafaN weys| pwndy jmnsuj vped R 3 o
1ndwoy| ...m & e
Hyyy umif) yndwauaw uep noyjiFuaw yeon umnydursiaq Jued epur) wiegog ¢ a Sl =1L
8661 10p ¢ “vavdousufueg ey 31 pedway e a0
FIOEOELTOT * WIN of Ry 8- 18
Byjypueg Jundy-uep() Bueouey ’ v |
T apuday ueyusqiq VNONV | d0wne | doNs
£102/1X/9%92- QAL LA{VL1 U] © J0WON [ AVIVINGd VIVNS |
DEXIDID® DS

OLAIIOMUN NIVI

HELEG OUMHOMING EGGHEH X0 ZAGEG-1BZ0 "DEL Y OF ON IWWA PULY PUsr I (euely W
"Ly s I

VYA NVIVMONVd NV0 ISYWHOANI IDOTONN3L LdN —
- s OLY¥3YOMYNA RIFOAN WV IS| VWNVOY LNLLLSNI >
= = VINVOV NVINILNIWIN \ /

P1 OB OpaaMINAdUIB] MMM




P00 1 £02661 LOVOSIGL dIN
.«.m<.2 .cowcm;o ﬁ; >

B
PIET 0 !
‘INdd'T P

0202 1Nl 81 ‘OHeyomIn

. (¥) 98 N upbuep g uULNLILAUTP UDP
0207 unyp], opexommd NIYI Gy-03 upioybuy (NDpI) PioAN pley yormy

LLOSIIONIIN HY'T4.L
NLH /HYIHYAS : 'POd/ SPHMR]
P10£0EL19T ¢ ININ
S HNNOY NYAIZ HNYONYD : DUWDN

: DMYDQ upyPiPAUSW opeyoMmIng uebeaN wpis] pWDLBY JNusU]
(INddT) Wpinispjy pppdey unipgpbusd ubp ubyEuad pHoqUe]

0202Z/S0/SY"N3DU/INAdT/ 462 IOWON

{aypioApy OB UPaODURY Ui (W) bOOI)

— Wdld




£00 1 10810Z #1111661 "dIN 100 1 £05661 or..&w:.o— “dIN
HW WP gysey v Ay qrieN _.ﬁwxume< HYa

f
_ f -

g7

:..
eLmeABog vitelESpURIOS NIN
eniuEy enay wnyny uep nﬂ:;% seynye ueag
‘mymaliuop

610Z JAqUIDAON $7 "Trieyeiio)

6107 SAquIasoN §7-22 [eddue epey
rumfedioq eBelijey ueuns palla wWes| seASIAAIL
wnyngy uep g ueds seymfey yajo unjeaeiiuojasip Sued eisauopup-as NIM.LJ emsiseyegy 1deq
6102 uopnaduwio) 14nv) 100 [DUONDN KNIV DLIDYS DL

vid3s3id

waeqas eAusedisoued seyy

S ONNOV NYAIZ ONVINYO

wepeday uryaqiQ
GLOZ/IX/DINN/AS/NIN/ 6H0E -8 owoy

IMIIHILY3S

610Z NOILLILIdWOD L3N0D LOOW TVNOILLYN
ALTNDVE VIIVHS




F & — foul o 5 0 i —

LOTI108E2Z1 WIN

M e ._.
W ..,,m <\\ //

4 2e t? 22
uvundisipay unpeyYy unpIyeay urmdunwado y
’ “1jrv vrbvap
LOLIMOMING NIV] 1P 9102 saquadag |0 - smsndy 47 [eB8ue) eped
R wogopuayirg wop ‘Twopip Inbbuy omirtvyely winwsw uvagruag nemopesy | ewwd) ueSuaq
ouajoning (NIv|) HadaN weys) eweSy 1masu| (VNIQ) EMSSEyeL JMRsY3 uemaq yajo ueyeredBuapsiq Suek
910Z OIVdO) uremsiseyrwud) 18 Juwapeyy uejeuaduag jseiuauQ ueieday wejeq

biLu3asad
S ONNOV NVAIZ ONVINVYO

spocay uryagIp
FI0Z/XINVIO e/ I V/E61 ON

AYHIJILYIS

#0003
LITI) ouoMINg V-0 "ON (ueA v I |17 uremsiseyrway elequia Sunpan oury |
h..m.M\. . onNIoMAINd (NIVI) RIIDIN WVISI VIWVYDY LNLLLISNI =T
. ( VMSISYHV d1LIMIISHT NVM3d Y/

ST02 %bHd0 HILINEG

— OO —

,)I

et ™

iMm



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

1. Nama Lengkap : Gancang Zidan Agung Sandhika

2. NIM : 1617303014

3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 14 Juli 1998

4. Alamat Rumah : Desa Sokanandi, RT 01 RW 03, Kecamatan
Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara

5. Nama Ayah : Hari Setiadi

6. Nama Ibu : Puji Astuti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. SD/MI : SD Muhammadiyah 4 Banjarnegara 2004-2010
b. SMP/MTS : SMP N 1 Bawang 2010-2013
c. SMA/MA : MAN 2 Banjarnegara 2013-2016
d. S1 : IAIN Purwokerto Angkatan 2016

2. Pendidikan Non Formal
a. Pondok Pesantren Modern Mahasiswa Muhammadiyah Zam-zam
Purwokerto
C. Pengalaman Organisasi
1. HMJ Hukum Pidana dan Politik Islam 2017/2018
2. PC IMM Banyumas 2019/2020

Purwokerto, 22 Juni 2021
Penulis

Cang Zidan Agung Sandhika

NIM. 1617303014




	COVER_HUKUM TERHADAP PELAKU DEMONSTRASI YANG
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	BAB I_PENDAHULUAN
	BAB II_TINJAUAN UMUM TENTANG DEMONSTRASI DAN JARĪMAH
	BAB III_PENERAPAN FIQIH JINĀYAH 
	BAB IV_PENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA



